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PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] SOLOK,

hahwa untuk melaksanasksan kelentuan Pasal 105 Peralurar

Pemerintah Nomaor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Dacrah, perlu menctapkan Peraturan Dacrah

tentang Pengelolaan Barang Milik Daesrah

Paszal 18 ayvat [6) Undang-Undang Dasar Negarn Kepublik
Indonesia Tahun 18945:;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan  Pacrah  Owonormm HKabupaten  d:lam
Linglkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengab | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Momor 25);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  (lentang
Pemerintahan [aerah  (Lembaran  Negara  Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubnlik Indonesia  Nomor 5589} sehasaimana
lelah diubah beberapa kall werakhir dengan Yndang
Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2034 encang
Pemennlahan  Daerah {Lembaran  Negarn  Republik
Indanesi Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran
Nepara Republik lrdonesia Nomer 5679

Peraturan  Pemerintah Nomor 349 Tabhun 2004 weatang
Pemmindahan Ibukota Kabupalen Solok dari wilavah ‘Kos
dolok ke kayu Aro Bukarami (Arosulka) i wilevah
Kecamatan Gunung Talang Rabupaten Solok (Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Tahun 2004 Naomior 137,
Tambahan Lembaran Negarg Republik Indonesia Nomor

4447);



Menetapkan

RN

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Dacerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2533);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tenlang
Penjualan  Barang  Milik  Negara/Daerah  Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN S0LOK
dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH.

BABE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, vang dimaksud dengan:

1

a

on

Daerah adalah Kabupaten Sclok.

Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupali adalah Bupati Solok.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjulnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Solok.
Selretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupalen
Sololk.

Pengelola Barang Milik Dacrah yang selanjulnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
hertangpung  jawab  melakukan keordinasi  pengelolaan

barang milik daerah.



_

’\;I

=]
i

L0

13

16.

e

Barang Milik Daerah yang selanjutnva disingkat BEMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
berasal darn pn:.rulc:hs[an lainnya vang sah.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyvelenggaraan
urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah,
Peiabat Penatausa hatn Barang adalah kepala perangkal
daerah vang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik
Daerah.

Pengouna Barang adalah pegjabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.,

Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Dacrah  yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah wang ditetapkan dengan FPeraturan
Daerah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unil kerja
atau pejabal vang ditunjuk oleh Penpguna Barang untuk
menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabal Penatausahaan Pengmuna Barang adalah Pejahat
yvang melaksanakan [ungsi tata ussha Barang nilik
Daerah pada Pengguna Barang,

Pengurus Barang Milik Daerah vang sclanjutnya discbut
Pengurias Barang adalah  Pejabar  dan/atau Jabatan
Fungsional Umum vang diserahi tugas mengurus barang.
Penpurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan
menatausabakan Barang Milik Daerah pada Pejabar
Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabalan Fungsional
Umum vang diserahi fugas menerima, Menyunpan,
mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah

pada Pengguna Barang.
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Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus
barang wvang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada
Pengelola Barang,

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang vang membanm dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan Barang Milik Dacrah pada
Pengguna Barang, I

Penpgurus Barang Pembantu adalah vang diserahi tugas
menerita, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah
pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilalan secara
independen berdasarkan kompetensi yvang dimilikinya.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang
milik daerah pada saat tertentu,

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan
Penilai Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah atau berasal dari perolechan lainnya vang sah.
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah  keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanlaatan,
pengamanan ddan pemeliharaan, penilalan,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatansahaan  dan  pembinaan, pengawasan  dan
pengendalian,

Perencanaan Kebutuhan adalah  kegiatan merumuskan
rincian  kebutuhan Barang Milik  [Daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan vang sedang berjalan schagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebultuhan Barang Milik [Daerah, yang
selanjutnya  disinglkat  RKBMD, adalah  dokumen
pét‘ennanaan kebutuhan Barang Milik daerah  untulk

periode 1 (satu} tabu,
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Pengeunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pengpuna Barang dalam mengelola dan menatausahakan
Barang Milik daersh vang sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat dacrah yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayvagunaan Barang Milik Daerah
vang tidak digunakan untuk penyclenggaraan igas dan
fungsi perangkat daerah dan/atau oplimalisasi Barang
Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
vang tunai.

Pinjam PFakai adalah penyerahan penggunaan Barang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan  setelah  jangka waklu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkar KSP
adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah eleh pihak
lain dalam jangka waktu lertentu  dalam  rangka
peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan
lainnya.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkal BGS
adalah pemanfaatan Barang Milik Daerab herupa tanah
aleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya, kemudian
didavagunakan aleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertenitu vang telah discpakati, untuk selanjulnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut [asilitasnya setelah berakhirnya jangka
walktu,

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG
sdalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain denpan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka wakt tertentu yang

discpakat,
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Kerja Sama Penvediaan [nfrastruktur vang selanjutnya
cisingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan
badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrasoulktur
sesudi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penangsung Jawab Proyck Kerjasama yang selanjulnysa
disingkat PJPK adalah Kepala Daerah, atau badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah sebagal penyedia
atau penvelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uane.
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah vang dilakukan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah dacrah, antar pemerintah daerah,
atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima  penggantian  utama dalam bentuk  barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang.,
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah  dacrah, antar
pnemerintah daecrah, atau dari pemerintah daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantarn,
Penyertaan Maodal Pemerintah Daerah adalsh pengalihan
kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan
kekavaan vang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara,
Permusnahan  adalah  tindakan memusnahkan  fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik
Daerah dari daltar barang dengan menerbitkan keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang danjatau Kuasa
Pengouna Barang dari tanggung jawab administrasi dan

fisik atas barang yvang berada dalam penguasaannya.
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Penatausahaan adalah rangkaian kegialan vang melipuli
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik
Dacrah sesual dengan kelenluan peraluran perundang-
undangan.

Inventarisasi adalah  Kepiatan untuk  melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
barang milik daerah.

Dokumen KepemiliBan  adalah dokumen  sah yang
meripakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Dacrah,
Daltar Barang Milik Daerah adalah daftar vang memuat
data seluruh Barang Milik Dacrah.

Daftar Barang Pengguna adalah daftar vang memuat data
barang milik daerah yang digunakan eclch masing-masing
Pengguna Barang.

Daltar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang
memuat data Barang Milik Dacrah yang dimiliki oleh
masing-masing Kuasa Pengpuna Barang.

Rumah Megara adalah bangunan vang dimiliki Pemennlah
Dacrah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
dan  sarana  pembinaan  keluarga serta menunjang
pelaksanaan rugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil
pemerintah dacrah yvang bersangkutan,

Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah,

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan

Daerah ini didasarkan pada asas

[

L.
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fungsiwonal;
kepastian hukum;
Lransparansi,
efisiensi;
akuntabilitas; dan

kepastian nilai,

Pazal 3

Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untulk:

el

memberikan . pedoman dan  acuan vang jelas dalam

pengelolaan Barang Milik Daerah; dan



Fyw

% e
b, memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan

pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fasal 4

Ruang lingkup pengaturan BMD meliputi:

a. pejabat pengelola BMD,

b. perencanaan kebutohan;
pengadaan; "

d. penggunaan;

e. pemaniaatan;

[, pengamanan dan pemelibaraan,

g penilaian;

k.  pemindahtanganan,

. permusnahan;

i. penghapusar;

k. penatausahaan;

.  pengawasan dan pengendalian;

m. pengelolaan BMD yang mengpunakan pola  pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

. BMD berupa rumah negara; dan

o, ganti rugi dan sanksi,

Pasal &
(1) BMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. BMD yang dibeli atau diperoleh atas heban APED; dan
b, BMD vang berazal dari perolehan lainnya yang sah.
(2] BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal &

{1} BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang
digadaikan atau  dijaminkan  untuk mendapatkan
pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.

(2] BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat
disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undarngan.
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Pasal 7

(1) BMD wyang dibeli atau diperoleh atas beban APRBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf a,
dilengkapi dokumen pengadaan,.

{2} BMD yang berasal dari perolchan lainnva wvang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
dilengkam dokumen perolehan.

4
Pasal 8

BMI} wvyang berasal dan perelechan lainnya vang  sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

meliputi:

d. barang yang diperaleh dari hibah, sumbangan atau vang

sejenis;

9. barang vang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian

alau kontralk;

¢. barang vang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. barang vang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan

vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. barang vang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas

penyertaan modal pemerintabh daerah,

Pasal 9
Barang vang dibeli atau diperoleh dari hibah, sumbangan alau
vang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal & burul a
meliputi  hibah, sumbangan atau  yang  sejenis  dari
kementlerian/lembaga, pemerintah daerah lainnya maupun
pthak lain secara sabh dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Barang vang berasal darn peroleban lainnya vang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperaleh dari
kontralk yang meliputi:
a. kontrak karva;

b, kontrak bagi hasil;
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kontrak kerjasama:

perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional;

atan

kerjg sama pemerintah daerah dengan badan usaha

dalam penvediaan infrastrukiur,

BAB II
PEJABAT I-‘E-JP::{“}EL.II'JLA Bl

Pasal 11

Pejabat pengelola BMD, meliputi :

il.

b.

=
d.

b,

(1]

(2)

pemegang kekuasaan Pengelolaan BM LD,

pengelola barang;

pejabat penatausahaan barang;

pengguna barang,/kuasa pengguna barang:

pejabat penatausabhaan pengguna barang;

pengurus barang pengelols;

pengurus barang pengguna;dan

PEnEIris ]JHTB.[”]E__ pﬂmbanm.

Bagian Kesat

Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD

Pasal 12

Bupali merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan
BN

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan

bertangpung jawahs:

0

menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;

menetapkan pEngounann, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan BMD;

meneclapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan
BMID;

menetapkan pegjabat vang mengurus dan menyimpan
BEMD;

mengajukan  usul  pemindahlanganan BMD  vang

memerlukan persetujuan DPRD;
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f, menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan,
dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
g, menyerujui usul pemanfaatan BMD  selain tanah
dan/atau bangunan; dan
h. menvetujui wsul pemanfaatan BMD dalam bentuk

kerjasama penyediaan inlrastraktuar,

Bagiart Kedua

Pengelola Barang

Pasal 13

Sekretaris Daerah merupakan pengelola BMD.

Sekretaris Dacrah selaku Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung

jawels:

a. meneliti dan menyetujui rencana kebumhan BMD;

b, meneliti dan menyvetujui rencana  kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan BMD;

¢. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
BMD vang memerlukan persetujuan Bupati,

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan BMD;

g, mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang
telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
BMD; dan

g, melakukan pengawasan  dan  pengendalian  atas

pengelolaan BMD,

Bagian Ketiga

Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 14
Kepala Perangkat Daerah  yang mempunyal  [ungsi
pengelolaan  BMD  merupakan Pejabat Penatausahaan
Barang.
Pejabat Penalausahaan Barang scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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(3] Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai wewenang dan Langgungjawah:

a. membantu meneliti dan memberikan  pertimbangan
persetujuan  dalam  penyusunan EKBMD kepada
Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan  dalam peEnyUSUNan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan  BMD  kepada  Pengelola
Barang:

¢c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
atas pengajuan usLl pemaniaatan dan
pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetljuan
Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
uniuk mengatur pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;

¢. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah
diserujui oleh Bupati atau DPRD;

{ membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan
koordinasi inventarisasi BMD;

a. melakukan pencatatan BMD berupa lanah dan/atau
bangunan yvang telah diserabkan dari Pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan
penvelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Dacrah
dan sedang tlidak dimanlzatkan pihak lain kepada
Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang
berada pada Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara BMD sehagaimana
dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan BMD; dan

j.  menyusun laporan BMD.

Bapian Keempal

Pengouna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 15

(1} Kepala Perangkat Daerah merupakan Pengguna Barang.

raiw
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(2] Pengguna Barang sebapaimana dimaksud pada ayat (L)

diletapkan dengan Kepulusan Bupal.

(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berwenang dan berlanggung jawab:

= B

.

mengajukan rencana kebutuhan dan penpanggaran
EMD bag Perangkat Dasrah yvang dipimpinnya;
mengajlkan permohonan pEnelapaEn slatus
penggunaan barang vyang dipercleh dari beban APBD
dan perolehan lainnya yvang sah;

melakulan pencatatan dan inventarisasi BMD yvang
berada dalam penguasaannya;

menggunakan BMD vang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
Lugas dan [ungs: Perangkal Daerah vang dipimpinnys,
mengamankan dan memelihara BMD yang berada
dalam penguasaannya;

mengajukan (SEARE! pemanfaatan dan
pemindahtanganan BMD  berupa tanabh dan/atau
bangunan vang dak memerlukan persetyjuan DPRD
dan BMD selain lanah dan/atau bangunan;
menyerahkan BMD berupa tanah danfatau bangunan
vang tidak digunakan untuk kepentingan
penvelenggaraan tugas dan Rangsi Perangkat Daerah
vang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan
pthak lain, kepada Bupat melalui Pengelola Barang;
mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan
BN

melakukan pnembinaan, pengawasan, dan
pengendalian atas penggunaan BMD vang ada dalam
penguasaannys; dan

menyvusun  dan  menyampailkan  laporan barang
pengguna semesteran dan laporan barang  pengguna
tahunan vang berada dalam penguasaannya kepada

Pengelola Barang,

Pasal 16

(1] Pengguna  Barang dapal melmpahkan  sebagian

kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengpuna

Barang.

N
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Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab
kepada Kuasa Pengguna Barang schagaimana dimaksud
pada avat (1) ditctapkan oleh Bupati atas usul Pengguna
Barang.
Penetapan kuasa pengguna  barang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berdasarkan pertimbangan
jumlah barang  vang dikelela, beban kerja, lokasi,
kompetensi, dan/atay rentang kendali dan pertimbangan

ohiektif lainnya.

Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Penpeguna Barang

Pasal 17

Pengpuna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang schagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati atas usul

Pengguna Barang,

Pejabal Penalausahaan Pengguna Barang  sebagaimana

dimaksud pada ayvar (2) merupakan pejabat  yang

membidangi fungsi pengelolaan EMD pada Pengguna

Barang.

Pejabar Penarausahaan Pengguna Barang scbagmimana

dimaksud pada ayal (2) berwenang dan berlanggung

jawahb;

a. menyviapkan rencana kebutuhan dan penganggaran
BMD pada Pengguna Barang,

b. menelii  usulan permohonan  penclapan siatuis
penggunaan barang vang diperoleh dari beban APBD
dan perolehan lainnya yang sah,;

¢, meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang
dilaksanakan c¢leh Pengurus DBarang dan/alau
Pengurus Barang Pembantu;

d. menyusun  pengajuan  usulan  pemanfaatan  dan
pemindahtanganan  BMD berupa tanah dan/atau
bangunan yvang tidak memerlukan persetujuan DPRD

dan BMD selain tanah dan/atau bangunan,
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e, mengusulkan rencana penyverahan BMD berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan  tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfzatkan oleh
pthak lain;

[. menviapkan usulan pemusnahan dan penghapusan
BMD;

g, meneliti laporan Barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang  danfatau
Pengurus Barang Pembantuy;

h. memberikan persetujuan  atas  surat  permintaan
barang dengan menerbitkan surat perintah penyaluran
barang wuntuk mengeluarkan BMD dari  gudang
PETLY I PATIAD;

L. menecliti dan memverilikasi kartu inventaris ruangan
setiap semester dan setiap tahun;

j- melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan
perselujuan alas perubahan kondisi fisik EMD; dan

k. menehtt laporan mutasi barang sebap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengruna

dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keecnam

Penguris Barang Pengelola

Pasal 18
Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas
usul Pejabar Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} merupakan pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan BMD dalam Penatausahasan Barang.
Pengurus Barang Pengelola sebagmimana dimaksud pada
ayal (] berwenang dan bertanggungjawab:
a. membantu meneliti  dan  menyiapkan  bahan
perlimbangan persetujuan dalam penyusunan Tencana
kebutuhan  BMD kepada  Pejabal  Penatausahaan

Barang;
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b. membantu menelici dan menyviapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada
Pzjabat Penatausahaan Barang;

¢. menylapkan dokumen pengajuan usulan pemanfastan
dan pemindahtanganan BMD  vang memerlukan
persctujuan Bupati;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanlzatan,
pemusnahan, dan penghapusan dari  Pengguna
Barang, sebapai bahan pertimbangan oleh Pejabat
Penatausahaan Barang dalam pengaturan
pelaksanaan penggunaan, pemanfaaran, pemusnahan,
dan penghapusan BMD;

e, menviapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah
dan/atau bangunan vang telah diserahkan dari
Pengguna Barang wvang udak digunakan untuk
Hepentingan  penyelengparasan tugas  dan [ungsi
Perangkat Daecrah dan sedang tdak dimanfaatkan
pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

f. menvimpan dokumen asli kepemilikan BMD;

2. menyimpan salinan dokumen  Laporan  Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang,;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangks penyusunan
laporan BMD; dan

1. merckapitulasi dan menghimpun laporan  barang
pengguna  semesteran dan tahunan  serta  laporan
barang pengelola sebagai bahan penvusunan laporan
BMD.

Penguras Barang Pengelola secara administraol dan

secara [ungsional bertangsung jawab atas pelaksanaan

tugasnva kepada Pengelola Barang melalui  Pejabat

Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan [ungsi administrasi

Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu aleh Pembaniu

Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabal

Penatausabaan Barang,
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Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pembarongan dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai  penjamin  atas  kegialan/
pekerjaan / penjualan tersebut vang HIEEArannya

dibebankan pada APBID.

Bagian Kefujuh

Pengurus Barang Pengguna

Pasal 19

Pengurus Barang Pengguna ditelapkan oleh Bupati atas

usul Pengguna Barang,

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayal (1), berwenang dan bertanggungjawab:

d. membant menyviapkan dolkumen rencana kebutuhan
dan penganggaran BMD,

b. menviapkan wusulan permohonan penetapan status
penggunaan BMD wvang diperoleh dari beban APBD
dan perolehan lainnya vang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
nilik daerah;

d. membantu mengamankan BMD yang berada pada
Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemnindahtanpanan BMD berupa tanah dan/fatau
bangunan yang tidak memerlukan perserujuan DPRD
dan BMD sclain tanah dan/fatau banguanan;

[. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah
dan/atau bangunan vang tidak digunakan untuk
kepentingan  penvelenggaraan tugas dan  fungsi
Pengeuna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain;

g, menyviapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan
dan penghapusan BMD,

h. menvusun laporan barang semesteran dan tahunan;

1. menylapkan sural perminltaan barang berdasarkan

nota permintaan barang;
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j. mengajukan sural permintaan barang kepada Pejabat
Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menverahkan barang  berdasarkan suralt perintah
penvaluran barang vang dituangkan dalam berita
acara penverahan barang;

1. membuat kartu inventaris riangan semesteran darn
tahunan;

m. member label BAMD:

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang alas perubahan
kondisi fisitk BMD  berdasarkan pengecekan hsik
arang;

o, melakukan stock opname barang persediaan,

p. menyimpan salinan dekumen kepemilikan BMD dan
menyimpan asli ata salinan dokumen
penatausahaan;

¢. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD;
dan

r. membuar laporan mulasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui
Pepigguna Barang  serelah  diteliti  oleh  Pejabar
Penatausahaan Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] sccara administrasi bertanggung jawab kepada

Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada  Pengelola

Rarang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi adminisiras

Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu

Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan  oleh

Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa

atau  hertindak sebagal  penjamin  atas  kegialan/
pekerjaan penjualan lersebut vang ANEUATANNYE
dibebankan pada APBD,
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Bagian Kedelapan

Pengurus Barang Pembantu

Pasal 20

Bupati menelapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul

Kuasa Pengpuna Barang melalui Pengguna Barang,

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana

dimaksud pada dvat (1) dilakukan berdasarkan

pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi dan/fatau  rentang kendali dan
pertimbangan objektil lainnya.

Pengurus Barang Pembantu scbapaimana dimaksud pada

avat (1] berwenang dan bertanggungjawah:

5. menyiapkan dokumen rencana  kebutuhan dan
penganggaran BMD;

b, menviapkan wusulan permochonan penetapan status
penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APED
dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milikk daerah;

d. membantu mengamankan BMD yang berada pada
Kuasa Pengguna Barang;

e. menviapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatlan
dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau
bangunan vang tidak memerlukan persetujuan DPRD
dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;

[. menyiapkan dokumen penverahan BMD berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungs) Kuasa
Pengouna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pthak lain;

g. menyviapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan
dan penghapusan BMD;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i, menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan
fnota permintaan barang,

j. mengajukan surat permintaan barang kepada Kuasa

Pengguna Barang,
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k. menyerahkan barang berdasarkan surat perintah
penyaluran barang yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang,

. membual kartu inventaris ruangan semesteran dan
tahunan;

m. membert label barang mihk daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalun Kuasa
Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang
milile daerah pengecekan fisik barang,;

o, melakukan stock opname barang persediaan;

p. menvimpan salinan dolkumen lkepemilikan BMD dan
menyimpan asli/salinan dokumen penatausahaan;

. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang Kuasa Pengpuna Barang dan laporan
BMD: dan

r. membual laporan muiasi barang seliap bulan yang
disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang setelah diteliti  oleh  Pejabat
Penalausahaan Pengguna Barang dan  Pengurus
Barang Penggmuna.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupurn

tidak langsung dilarang melakukan keglatan perdagangan,

pekerjaan  pemborongan dan  penjualan  jasa  atau
hertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/
penjualan tersebul yang anggarannya dibebankan pada

AFPED,

BAE III
FPERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

Bagian Kesalu

Lrmam

Pasal 21
Perencanaan  kebutuhan  BMD  disusun  dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan [ungsi

Perangkat Daerah serta ketersedizan BMD vang ada.
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Ketersediaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan BMD vang ada peda Pengelola Barang
dan /atau Pengguna Barang.
Perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dan ayat (2] mencerminkan kebutuhan riil BMD pada
Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan RKBMD.

L]

Pasal 22

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun
setelah rencana kerja Perangkal Daerah ditetapkan,
Perencanaan kebutuhan BMID sebagaimana dimaksud
pada avat {1} merupakan salah sat dasar bagi Perangkal
Dacrah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan baru, angka dasar serla penyusunan rencana

kerja dan anggaran.

Pasal 23
Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada rencana
kerja Perangkat Daerah.
Dalam hal rencana kerja Perangkat Daerah belum
ditetapkan maka perencanaan kebutuhan BMD dapat

berpedoman pada rencana kerju Pemerintah Dacrah.

Pasal 24
Perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 kecuali untuk penghapusan, berpedoman
pada:
a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.
Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Bupali.
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Pasal 25

Penectapan standar keburuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat {1} huruf b mempedomani peraturan
perundang-undangan.
Penetapan standar barang dan  standar kebutuban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avac (1) huruf a
dan huruf b oleh Bupati dilakukan berdasarkan hasil
kajian/koordinasi Pengelola Barang dengan Perangkat

Dacrah teknis terloait.

Pasal 26

Pengguna Barang danfatau Kuasa Penogguna Barang
mengusulkan REKBMD alau pengadaan EMD
mempedomani standar barang dan standar kebutuhan
vang telah ditetapkan Bupati.

Wetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenan
tata cara pengusulan REKBMD sebagaimana dimaksud
aval (1) oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 27

Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD  yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang vang berada di
lingkungan Perangkat Dacrah yang dipimpinnya.
Pengguna Barang menyampaikan usulan  RKEMD
sehapaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelala
Barang,
Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan
REBMI[} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama
Pengpuna Barang dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dan/atau Pengelela Barang.
Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
RBarang, schagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. laparan dafltar barang pengguna bulanan;
b. laporan daftar barang pengguna semesteran;

laporan daftar barang pengguna tahunan;

d. laporan daftar barang pengelola bulanan;
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e. laporan daftar barang pengelola semesteran;
[. laporan daltar barang pengelola tahunan;
g. laporan daftar BMD semesteran; dan
h. laporan daftar barang milik daerah tahunan.

(3) Pengelola Barang dalam  melakukan  penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dibantu Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.

(&) Pejabat Penatausahalzm Barang sebagaimana dimaksud
pada avat (5] merupakan anggota Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

i

]

HMasil penelaphan sebapaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan dasar penyusunan REKEMD.

Pasal 28
RKBMD wang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang
digunakan olch Pengguna Barang sebagal dasar penyusunan

Rencana Kerja dan Angparan Perangkat Daerah.

Paszal 29

(1] RKBMD atau pemeliharaan BMD, tidak dapat diusulkan
oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengpuna Barang
terhadap:

A, BMD yang berada dalam kondist rusak beral;

b. BMD vang sedang dalam stalus  penggunaan
Sermnentara;

. BMD vang sedang dalam status untuk dioperasilcan
aleh pihak lain; dan/fatau

d. BMD vang sedang menjadi objek pemanfaatan.

(2] RBKBMD atau pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huwuf b diusulkan oleh Pengguna Barang
vang menggunakan sementara BMD.

(3] RKBMD atau pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) hurul d tidak termasulk pemanfaalan dalam
bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6

(entam) bukan.
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Bagian Kedua

Perencanaan Kebutmahan BMD

Pasal 30
Perencanaan kebutuhan BMD meliputi:
a. perencanaan pengadaan BMD;
b. perencanaan pemeliharaan BMD,
c. perencanaan pemanfaatan BMD;
d. perencanaan pemindahtanganan BMD; dan
e. perencanaan penghapusan BMD,
Perencanaan pengadaan BMD  schagaimana  dimaksud
pada avat [1) huruf a dituangkan dalam dokumen REKBMD
Pengadaan.
Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana dimalesud
pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen REBMD
Pemelitharaan.
Kelentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan
perencanaan  pengadaan  atau pemeliharaan  BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat [3)
termasuk perubahannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Perencanaan pemanfaalan BMD schagaimana dimaksud
pada avat (1) huraf ¢ dituangkan dalam dokumen EKBMD
Pemanfaatan,
Perencanaan pemindahtanganan BMD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam
dokumen REKBMD Pemindahtanganan.
Perencanaan penghapusan BMD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen Rk BMD

Penghapusan.

Pasal 31
Dalam rangka elcktvitas dan  efisiensi  penyusunan
perencanaan kebutuhan BMD, Bupall dapat membenluk
tim penyusunan perencanaan kebumihan BMD.
Ketentuan mengenai kewenangan, Lugas dan
pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Ketiga
Penyusunan REKBMD Untuk Kondisi Dararat

Pasal 32
Dalam hal setelah batas akhir penyampaian REBMD
terdapat  kondisi  darurat, pengusulan  penyediaan
anggaran  untuk  kebutuhan baru dan penyediaan
anggaran angksa rjas;:u' dalam rangka rencana pengadaat
danfarau  rencana- pemeliharaan  BMD  dilakukan
berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kendisi darurat schagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala
besar,
Hasil pengusulan penyediaan anggaran scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang bersamaan  dengan
penyampaian RKBMD  Perubshan  dan/fatau RKBMD
tahun berikutnya.
Laporan schagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh  Pengelola Barang sebagal bahan  pertimbangan
tambahan dalam penelaahan atas REBMD yang
disampaikan aleh Pengguna Barang bersangkutan pada
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau

APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB 1V
PENGADAAN

Pasal 33
Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip
elisien, efeltif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel.
Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 34
Penpguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil
pengadaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola BMD
untuk ditelapkan status penggunaannys.
Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayar (1), terdiri dari
a. laporan hasil pengadaan bulanan;
h. laporan hasil pepgadaan semesteran; dan

c. laporan hasil pengadaan tahunan.

BAB YV
PENGGUNAAN

Pasal 35
Bupat menetapkan status penggunasn BMD.
Bupati dapat mendelegasikan penetapan  slalus
penggunaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) sclain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi
rertentiu kepada Pengelola Barang.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2,
meliputi BMD yang tidak mempunyai bukti kepemilikan
alau dengan nilal Llertentu.
Nilai tertentu  schagaimana dimaksud pada ayal (3
ditetapkan oleh Bupali.
Penctapan  status  penggunaan  BMD  sebagsimana
dimaksud avat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara

tahunart.

Pasal 26
Penggunaan BMD meliputi:
penetapan status penggunaan barang milik daerah;

a.
h. pengalihan status penggunaan BEMD;

3

pengeunasn sementara BMD; dan

o

penctapan srarus pengEunaan BEMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada avat (1} dilakukan untuk:

4. penyelengearaan tugas dan [ungsi Peranghkat Daerah;

dan
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b. dioperasikan oleh pihak lain  dalam  rangka

mendukung kelancaran nugas pemerintah daerah.

Pasal 37

Penectapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

&l
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barang persediaan;

konstruksi dalam pengerjaan;

barang vang dari awdl pengadaannya direncanakan untuk
dihibahlkan: dan

aset tetap renovasi.

Pasal 38
Penetapan  slalus  penggunaan BMD  berupa tanah
dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk

kepentingan penvelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Vang
bersangkutan.

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah
darn/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayal (1}
vang tidak digunakan dalam penyelengparaan tugas dan
fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

Dikecualikan dar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (2), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan untuk
diguniakan atau dimanfaatkan dalam jangka waklu
tertentu vang ditetapkan oleh Bupati.

Bupati mencabur status penggunaan atas BMD erupa
tanah dan/alau bangunan yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan tigas dan [ungsi Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud ayat [2].

Dalam hal BMD berupa tanah dan/atau  bangunan
schbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan
kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan sanksi
berupa pembekuan  dana  pemeliharasn  atas  BMD

berkensaan.



% |\ ]

I —
i

Pasal 39

(1] Bupati menetapkan BMD vang harus diserahkan oleh
Pengguna Barang karena tidak digunakan unmk
kepentingan penyelenggarasn tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan/atau kuasa Penggunza Barang dan tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain.

(2] Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) Bupatl memperhatikan:

&. standar kebutuhan BMD untuk menyelenggarakan
dan menunjang tugas dan lungsi Pengguna Barang;

br. hasil audit atas penggunaan  tanabh  dan/atau
bargunan; dan/atau

¢. laporan, data, dan nformasi yvang diperoleh dan
sumber lain.

{3} Sumber lain sehagaimana dimaksud pada ayat (2] huraf ¢,
termasuk hasil pelaksanaan pENEAWASAN dan
pengendalian yang dilakukan oleh Penpelola Barang atau
Bupat dan laporan dar masyarakal.

(4} Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuri:

8. pPenslapan slatus pengeunaan,
b. pemanfaalan; atau

£. pemindahtanganan.

Pasal 40
Tata cara penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 dialur lebib lanjul dengan Peraturan Bupall.

BAEB VI
PEMANFAATARN

Bagian Kesatu

Lmum

Pasal 41
(1] Pemanfaatan BMD dilaksanakan aleh:
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupat, untuk
BMD vang berada dalam penguasaan Pengelola

Barang; dan
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b. Pengguna Barang dengan persetijuan  Pengelola
Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau
banpgunan yang masih dipunakan oleh Pengguna
Barang, dan sclain tanah dan/atau bangunan.

Pemanlaatan BRD dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan

daerah dan kepentingan umum,

Pemanfaatan BMD *dapat dilakukan sepanjang uLdak

MENEEEngeu pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan

persetujusan DPRD,

Pasal 42
Biava pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan
pada mitra pemanfaatan.
Biaya persiapan pemanfaalaasn BMD sampai dengan
penunjuklan mitra Pemanlaatan dibebankan pada APBD.
Pendapatan dacrah dar pemanfaatan BMD merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah,
Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka
penvelengearaan pelayanan umum sesual dengan tugas
dan [ungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan
penerimaan  daerah vang disetorkan seluruhnya ke
rekening kas Badan Layanan Umum [Daerah.
Pendapatan dacrah dari pemanfaatan BMD dalam rangka
selain penyelengraraan tugas dan fungsi Badan Layanan
Umum Daerah merupakan penerimaan: daerah vang

disetorkan scluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 43
BMD vwang menjadi objek pemanfaatan  dilarang
dijarninkan atau digadailkan.
BMD vang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat

dikenakan schagai objek pemanfaatan BMD.
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Pasal 44

Bentuk Pemanfaatan BMD terdiri atas:

d,
B.
£

ol

Sewa;

Pinjam Pakai;

K3F,

BGS atau BS(G; dan
KSPI.

Bagian Kedua

Mitra Pemanfaatan

Pasal 45

Mitra Pemanfaatan melipull:

.

(L)

penyewa, untuk pemanfzatan BMD dalam bentuk Sewa;
peminjam pakai, untuk pemanlaatan BMD dalam bentuk
Pinjam Palkar;

mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;
mitra BGS/B8G, untuk pemanlaatan BMD dalam bentuk
BGS/BSG; dan

mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KsPLL

Pasal 46

Milra Pemanfaatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal

45 memiliki tanggung jawab:

a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD
sesuai bentuk pemanfaatan;

b, menverahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesual
ketentuan bentuk pemanlaatan;

¢, melakukan pengamanan dan  pemelibaraan  alas
barang milik dacrah yvang dilakukan pemanfaatan dan
hasil pelaksanaan pemanlaatan BMI,

d. mengembalikan BMD setelah berakhirnya
pelaksanaan; dan

e. memenuhi kewajiban lainnyva vang ditentukan dalam

perjanjian pemanlzatan BMID.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan dan
Penctapan Mitra Pemanfaatan Mitra BMD diatur dengan
Peraturan Bupati sesuai peraturan perundangan-

undangan.

Pasal 47
Objek pemanfaatan BMD meliputi:
4. lanah dan/amu Bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.
Objek pemanfaatan BMD  berupa tanah danfatau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
Dalam hal ohjek pemanfaatan BMD berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
avat (2}, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi
objek pemanfaatan BMD merupakan sebesar luas bagian

tanah dan/atau bangunan vang dimanlaatkan,

Bagian Ketipa

Sewa

Paragraf 1

mum

Pasal 45

Penyewaan BMD dilakukan dengan Lujuan:

a. mengoptimallkan pendayagunaan BMD yang
belum/ tidak dilakukan PENZELITIAAN dalam
pelaksanaan  tugas dan  [ungsi  penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b, memperoleh [asilitas yvang diperlukan” dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dan/atau

¢. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain sccara
tidak sah.

Penyewaan BMD dilakukan scpanjang tidak merugikan

pemerintah dacrah dan tidak mengeangeyn pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Pasal 49
BMD yang dapat di Sewa berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan
aleh Pengguna Barang kepada Bupali;
b, sebapian tanah danfatau bangunan vang masih
digunakan oleh Pengguna Barang; dan/fatau
¢. selain tanah dan/atau bangunan.
Sewa barang milik daerah sebapaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanskan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupat.
Sewa BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
Pihak lain vang dapat menvewa BMD, meliputi:

badan usaha milik negara;

&

badan usaha milik daerah;
¢. swasta: dan
d. badan hukum lainnya.

Swasta sehagaimana dimaksud pada ayat (4) hunaf c,

meliputi:

4. perorangan;

b, persekutuan perdata;

¢. persekutuan firma;

d. persekutuan komanditer;

e, persercan terbatas;

. lembaga/organisas internasional fasing;

2. yayasan, atal

h. koperasi.

Paragral 2
Jangka Waktu Bewa

Pasal 30
Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima] tahun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
Jangka waktu Secwa BMD sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dapat lebih dari 5 (lima)] tahun dan dapat

diperpanjang untulk:
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kerja sama mnfrastrukoar,

b, kegiatan dengan karakteristik usaha Vang
memerlukan wakia Sewa lebih dari 5 (lima) tahun;
atau

c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Janglka walitu Sewa sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang

dikelompokkan Sﬂbaéai Lerikut:

a. per tahun;

b. per bulan;

¢, per hari; dan

d. perjam.

Jangka wakiu Sewa BMD dalam rangka kera sama

infrastrulcour sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf

a paling lama 10 (sepuluh) tabun dan dapat diperpanjang

1 (satu) kali.

Jangka waktu Sewa BMD untuk kegiatan dengan

karakteristik usaha vang memerlukan lebih dan 5 {lims)

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b

dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas

Sews yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Pelaksanaan jangka waktu sewa scbhagaimana dimaksud

pada avat (3] sampai dengan ayat (3} dilakukan dengan

mempedomani peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Formula Tariff Besaran Sews

Pasal 51
Formula taril/besaran Sewa BMD ditetaplkan oleh Bupati:
#,  uniuk BMD berapa tanah dan/fatau bangunan; dan
b, unmik BMD berupa sclain tanah dan/atau bangunan
dengan berpedoman pada kebijakan pengelalaan BMD.
Besaran Sews, scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan  besaran nilai nominal sewa BMD  vang

ditentakan.



:

[3]

]

Besaran Sewa atas BMD untuk KSPl sebagaimana
dimaksud dalarm Pasal 50 avat (2] huruf a atau untuk
kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan
wakiu Sewa lebih dan 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2} hurul b dapat
mempertimbangkan nilai keekonomian dari setiap jemis
infrastrukiur.

Mempertimbangkan * nilai  keekonomian, scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan daya
beli/ kemampuan  membayar masyarakat dan/atau

kemauan membayar masyarakat,

Pa=zal 52

Formula tarif Sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:

a. tarif pokok Sewa; dan

b. faktor penyesual Sewa.

(1)

(2)

(L]

Pasal o3
Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf a merupakan hasil perkalian antara nilai indeks
BMD dengan luas tanah danfatau bangunan dan nilal
wajar lanah dan/atau banguanan
Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibedakan untuk:
a. BMID berupa tanah;
b, BMD berupa bangunan;
¢. BMD berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
d. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
Tarif pokok Sewa BMD berupa tanah danfatau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a, huruf b dan
huruf ¢ dapat termasuk [ormula Sewa BMD berupa
prasarana bangunan.

Taril pokok Sewa BMD ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 54
Taril pokok Sewa untuk BMD berupa tanab sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 53 ayat (2] huruf a merupakan

hasil perkalian daru:
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a. faktor variahel Sewa lanah,

b, luas tanah; dan

¢. mnilai tanah.

Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada
avat [1) huruf a besarannya ditetapkan oleh Bupati.

Luas tanah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau
sertifikat ranah.

Milai tanah sebagaimana dimaksud pada avat {1} huraf ¢

merupakan nilai wajar atas tanah.

Pasal b5
Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
13} dihitung dalam meter persegi.
Dalam hal tanah vang disewakan hanya scbagian tanah,
maka luas tanah sebagaimana dimaksuad dalam Pasal 54
ayat {3] merupakan scbesar luas bagian tanah yang
disewakan.
Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan
memiliki dampak terhadap bagian tanah vang lainnya,
maka luas tanah schagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (3] dapat ditambahkan jumlah tertentu yang divakini
terkena dampak pemanfaatan tersebut.
Milai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat

(4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 55
Tarif pokok Sewa untuk BMD  berupa  bangunan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat {2} huruf b
merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel Sewa bangunan;
b. luas bangunan; dan
¢. nilai bangunan.
Dalam hal Sewa bangunan ftermasuk prasarana
bangunan, maka larif  pokok  Sewa  bangunan

ditambahkan tarif pokols Sewa prasarana bangunan.
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Pasal 57
Fakwor variabel Sewa banpunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat {1} huruf a ditetapkan oleh Bupati.
Luas banpunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56
avat (1) hurul b merupakan luas lantai bangunan sesuai
gambar dalam meter persegt.
Nilai bangunan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 56

avarl (1) hurul ¢ nu:nﬁmkan nilal wajar atas bangunan,

Pasal 58

Dalam hal bangunan vang discwakan hanya sebagian dari
bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimalisud
dalam Pasal 56 avat (1) huruf b meripakan sebesar luas
lantai dari bagian bangunan yang disewakan,

Dalam hal pemanfaatan bagian banpunan yvang disewakan
memiliki  dampak lerhadap bagian  bangunan  yang
lainnya, maka luas banpunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat [1) huruf b dapat ditambahkan
jumlah tertentu dari luas bangunan yang divakini terkena
dampak dari pemanlaatan tersebut,

Milal bangunan schagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1] huraf ¢ dihitung dalam rupiah per meter persegi,

Pasal 59
Tar{ pokok sewa untuk BMID hernapa =ebagian tanah dan
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
muaruf ¢ merupakan hasil penjumlahan dari;
a. lanl pokok scwa tanah; dan
b, tanl pokok sewa bangunan.
Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana
dimaksud pada avar (1) huraf a berlaku mutatis mutandis
terhadap ketenluan dalam Pasal 34 dan Pasal 55.
Penghitungan tarl pokok sewa bangunan scbagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis
terhadap ketentuan dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal

B8,
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Pasal 60
Tarif pokok sewa untuk  prasarana  bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2]
merupalkan hasil perkalian dari:
a, [laktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
k. nilai prasarana bangunan.
Falktor varizsbel sews prasarana bangunan sebagaimana
dimaksud pada avar (1) hurul a ditetapkan sama besar
dengan [aktor variabel sewa bangunan.
Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana
bangunan,

Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rapiah.

Pasal 61
Faktor penvesual sewa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 hurul b meliputi:
4. jenis kegiatan usaha penyewa,
b. bentuk kelernbagaan penyewa; dan
c. periodesilas sewa.,
Faktor penvesual sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dalam persentase.
Faktor penvesual sewa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan aleh Bupadti.

Paragraf 4

Jenis Keglatan Usaha Penyewa

Pasal 62

Jenis kegiatan usaha penvewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 avat (1) huruf a dikelompolkikan atas:

A,

kegiatan bisnis;

b, kegiatan non bisnis; dan

.

kegiatan sosial.
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Pasal 63

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang
berorientasi untak mencari keuntungan.

Kelompok keglatan non bismis sebagaumana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang
menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan
namun tidak mencart keuntungan.

Kelompok keglatan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 huruf ¢ diperuntukkan bagl kegiatan vang tidak
menarik  imbalan  atas barang/jasa  yang diberikan

dan/atau tidak berorientast mencari keuntungan.

Paragraf 5

Perjanjian Sewa

Pasal 64

Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian sewa yang

ditandatangani oleh penyewa dan:

a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b, Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada
Pengguna Barang.

Perjanjian sowa schagaimana dimaksud pada ayat (L),

paling sedikit memuart:

a. dasar perjanjian,;

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

€. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan
janghka wakiu;

d. besaran  dan  jangka  waklu  sews, lermasuk
periodesitas sewa;

¢. tangeung jawab penyews atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis keglatan
usaha dan kategori benluk kelembapaan penyews; dan

hak dan kewajiban para pihak,

i3
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Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan di kertas bermateral sesuai
ketentuan perataran perundang-undangan.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan

perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Paragral &
'

Pembayaran Sewa

Pasal 63
Haszil sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Eas Umum
Daerah,
Penyeloran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara
tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
ditandatanganinva perjanjian sewa BMD.
Pembavaran uang sewa scbagaimana dimaksud pada ayat
(2], dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara
tunai lcepada hendahara penerimaan araul
menvetorkannva ke rekening Kas Umum Daerah.
Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan ayat (3} dibuktikan dengan menyerahkan bukii
setor schagal salah satu dokumen pada lampiran yang

menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Pasal &6

Dikecualikan dari  ketentuan scbagaimana dimalsud
dalam Pasal 65 ayal (2}, penyetoran uang sewsa barang
milik daerah untuk KSPI dapat dilakukan sccara bertahap
dengan persefijuan Pengelola Barang.

Perselujuan  Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada avat | 1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

Penyetoran uang sews secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian

S
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Penyetoran uang sewa BMID secara bertahap sebagaimana
dirnalsud pada aval (3) dilakukan dengarn
memperhitungkan nilai sekarang dari setlap tahap
pembavaran berdasarkan besaran sewa BMD  hasil
perhitungan  sesual ketentuan  scbagsimana dimaksud
dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada avat (4] dapat
meminta masukan d:.lil.ri Penilal

Penyetoran uang sewa BMD secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) dilakukan sepanjang penyewa
Lidak memiliks kemampuan vang cukup dan aspek
finansial untak membayar secara sekalipus dibuktikan
dengan surat pernyataan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayvar (6]
ditandatangani oleh penyvewa yang paling sedikit memuat
keteranpan mengenal  Kelidakmampuan  tersebul  dan
pernyataan fanggung jawab untuk membayar hinas

secars bertahap.

Paragraf 7

Perpanjangan Janghka Walktu Sewa

Pasal 67
Jangka waktu sewa BMD dapar diperpanjang dengan
persetujuan:
a. Bupat, untuk BEMD vang berada pada Pengelola
Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk BMD vang berada pada
Pengguna Barang,
Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan
jangka waktu sewa kepada:
a. DBupat, untuk BMD pada Pengelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.
Pengajuan permochonan perpanjangan jangka waktu sewa
sebagaimana  dimaksud  pada  aval  [2) dilakukan

ketentuan:
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a, untuk jangka waktu sewsa lebih dan 1 (satu] tahun,
permohonan perpanjangan harus disampaikan paling
lambat 4 [empat) bulan sebelum berakhirnya jangka
walctu Sewa;

b. untuk jangka wakiu sewa per tahun, permohonan
harus disampalkan paling lambat 3 [tiga) bulan
sebelum berakhimya jangka waktu sewa;

c. untuk jangka whktu sews per bulan, permohonan
harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari
sebelum berakhirnva jangka waklu sews;

d. untuk periodesitas scewa per har atau per jam,
permohanan harus disampaikan sebelum berakhirnva
jangka waktu sewa,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) huruf a

dan huruf b digjukan denpan melengkaplt persyaratan

sebagaimana permohonan sewa periama kali,

Tala cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu

sewa sebagaimana dimaksud pada ayvat [3) huraf a dan

hurul b dilaksanakan dengan mekanisme scbagaimana
pengajuan usulan sewa bana,

Penelapan  jangka  waktu dan  perpanjangannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat [3) dilakukan

dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik jenis infrastruknar;

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;

c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastrukliur
dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. pertimbangan lain dari Bupati.

Paragrafl 8

Pengakhiran Sewa

Pasal &8

Sewa berakhir apabila:

&,
b.

Berakhirnya jangka waktu sews;
berlalanya svarat batal sesuail perjanjian  vang
ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh

Bupati atau Pengelola Barang; dan



(1]

1<)

(3)

g

Bupati atau Pengelola Barang mencabul persefujuan
sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
Ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 69
Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhirnya
sews dalam keadaam baik dan layak digunakan secara
optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dituangkan dalam herita acara serah lerima.
Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan
pengecekan BMD YANZ disewakan sebelum
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima — guna
memastikan kelayalkan kondisi BMD bersangkutan.
Penandatanganan berita acara serah terima scbagaimana
dimaksud pada avat (3) dilakukan setelah semua

kewajiban penyewa dipenuhi.

Paragraf 9

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

(1)

2]

(3)

Pasal 70

Calon  Penyewa mengajukan surat permohonan

disertail dengan dokumen pendulkung.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} memual:

a. Dala calon penyewa;

. Latar belakang permohonan;

c. Jangka wakiu penyewsaaan, Lermasuk
periodesilas Sewa; dan

d. Peruntukan Sewa.

Dokumen pendukung sebagaiman dimaksud ayat |

tercliri dari:

a, Pernvatan,/ perselujuan dari pemilik/ pengurus,
perwakilan pemilik/ pengurus, atau  kuasa
pemilik/ pengurus dalam hal calon penyewa

herbentuk hukum, badan usaha;



b. Pernvalaan kesedian dar calon penyvews untuk
mengikiat ketentuan yang berlaky selama jangla
walctu sewa: dan

. Data BMD yang digjukan untuk dilakukan sewa.

Paragral 10
Tara Cara Pelaksanaan Sews Oleh Penpeuna Barang
s
Pasal 71

(1} Pengajuan permochonan sewa oleh calon penyewa
sebagaimansa dimaksud dalam pasal Y0 berlaku
mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan
sewa oleh penyewa pada Pengguna Barang.

(2] Penpguna Barang melakukan penelitian  atas
kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon
penvewa sebagaimana dimaksud pada avat(1).

[3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap
BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan
atau selain tanah dan/ atau bangunan vang akan
disewakan.

(4} Penilaian sebagaimana pada ayvat (3) dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah ataua Penilai Publik vang

ditetapkan oleh Bupalti, untuk BMD berupa tanah
dan / alau bangunan.

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat
melibatkan penilal yang ditetapkan oleh Buparti,
untuk BMD berupa selain tanah dan/ atau
bangunan.

(3) Berdasarkan hasil penelitian kelavakan dan hasil
penilaian sebagimana dimaksud pada ayat (2] dan
avat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan
permchonan sewa BMD kepada Pengelola Barang
untuk mendapat persetujuan.,

Pasal 724
Ketentuan leih lanjul mengenan Tala Cara Pelaksanaan Sewa
pleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang diatur lebih
lanjul dengan Peraturan Bupall sesual peraturan perundang-

undangan.



(1]
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(2]

[

(1]

(2}

{3}

Paragral 11

Pemeliharaan Sewa

Pasal 73
Penyvewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang
milik daerah vang disewa.
Seluruh biava pemeltharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} termasuk biayva yang timbul dari pemakaian dan
pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab scpenuhnya
dar penyewa,
Pemelibaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {2)
ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna,
Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayvat {3}
harus sudah selesal dilaksanakan paling lambal pada saat
berakhirnva jangka wakta sewa.
Dalam hal BMD vang disewa rusak akibat keadaan kahar,
perbailkan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh

Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragral 12
Perubahan Bentuk EMD

Pasal 74
Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan:
a. Bupat, untuk BMD vang berada pada Pengelola
Barang; dan
b. Pengelola barang, untuk BMD yang berada pada
Pengguna Barang.
Perubahan bentuk BMD sebagaimana dinaksud pada ayat
(1} dilaksanakan lanpa mengubah konstruksi dasar
bangunan.
[Malam hal perubahan  bentuk BMD  sebagaimana
dimaksud pada avat (2) mengakibatkan adanya
penambahan, bagian vang ditambahkan menjadi BMD
dan disertakan dalam berita acara serah terima pada saat

berakhimya jangka waktu sewa,



Paragraf 13
Ciant Rugi

Pasal Va3
Dalam hal BMD seclain tanah dan/atau bangunan yang
disewalkan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib
melakukan ganti rugl sedual ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 14

Sanksi Administratif

Pasal 76

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran

apabila:

a. penycwa belum menyerahkan BMD yang disewa pada saal
berakhirnya jangka wakiu sewa;

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat {5}
belum  dilakukan atau  diperkirakan  belum  selesai
menjelang berakhirnya jangka wakiu sewa; dan/atau

¢, penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
belum selesai  dilaksanakan paling lambat  sebelum

berakhirnva jangka wakiu sewa.

Pasal 77

(1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian
BMD belum dilakukan terhitung 1 (satu} bulan sejalk
diterbitkannva sural teguran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, penyewa dikenakan sanksi administratif
beripa sural peringatan.

() Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian
BMD belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak
diterbitkannyva sural peringatan schagaimana dimaksud
pada avat (1), penyewa dikenakan sanksi administratil
berupa  denda, sebagaimana  ketentuan  perdlran

perundang-undangan.
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Bagian Keempal

Pinjam Pakai

Paragraf 1

Lrrim

Pasal 78

Pinjam pakai dilaksakakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan BMD wyang belum atau tidak
dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas
dan lungsi Pengguana Barang; dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dasrah.

Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanlaatan

atas objek pinjam pakal,

Paragraf 2

Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 74
Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara pemerintah pusal
dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah
dalam rangka penvelenggaraan pemerintahan.
Pelaksanaan pinjam pakai BM[} dilakulcan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada
Pengelola Barang: dan
b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada
Pengguna Barang.
Pelaksanaan  Pinjam  Pakai oleh Pengelola Barang/
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupali.

Paragral 3
Objek Pinjam Pakai

Pasal 80
Objek pinjam pakai meliputi BMD berupa tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah danfatau bangunan yang

berada pada Pengelola Barang,/ Pengguna Barang.



[2]

(2]

3]

(4]

(1)

Objek pinjam pakai BMD berupa lanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan untuk schagian atau keseluruhannya.

Paragral 4

Jangka Waktu Pinjam Pakai

P.qs:;]l 81
Jangka wakiu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima]
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
Perpanjangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksudd
dalam Pasal 78 ayat (1).
Apabila jangks waktu pinjam pakai akan diperpanjang,
permohonan perpanjangan jangka wakiu pinjam pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengpuna Barang
paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangks waktu pinjam
pakal berakhir.
Dalam hal permohonan  perpanjangan  jangka waktou
pinjam pakal disampaikan kepada Pengelola Barang/
Pengpuna Barang melewati batas waktu sebagaimana
dimaksud pada avat (3], proses pinjam pakal dilakukan
dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai

baru.

Paragral 5

Perubahan Bentuk BMD

Pasal B2
Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat
mengubah bentuk BMD, sepanjang tidak mengakibalkan
perubahan [ungsi dan/atau penurunan nilai BMD.
Perubahan bentuk BMD sebapaimana dimaksud pada
ayat (1]
a. tanpa diserlal dengan perubahan bentuk dan/atau

konstrulesi dasar BMD; atau



6

{4)

(1]

(2]

3]

b. disertai  dengan  perubahan  bentuk  dan/atau
konstruks: dasar BMD.

Usulan perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud

pada ayat [2), dilakukan dengan mengajukan permohonan

perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:

a. Bupati, uniuk BMD yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Earanlé, untulk BMD wyang berada pada
Fengguna Barang,

Perubahan bentuk BMD scbagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan

Bupatr.

Paragaral 6

Perjanjian Pinjam Paleai

Pasal 83

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian

serta ditandatangani oleh:

a. Peminjam pakal dan Bupati, untuk BMD yang berada
pada Pengelola Barang: dan

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMD
yang berada pada Pengguna Barang.,

Perjanjiian sebagaimana dimaksud pada avai (1] paling

sedikit memual:

a. para pihak yvang terikat dalam perjanjian;

b. dasar perjanjian;

c. identitas para pthak yang terkait dalam perjanjian;

d. jenis, luas atau jumlsah barang yvang dipinjamkan, dan
jangka waktu;

¢. tangeung jawab peminjam atas biava operasional dan
pemelibaraan selama jangka waklu peminjaman; dan

[. hak dan kewajiban para pihak.

Salman perjanjian pijam  pakal disampalkan kepada

Pengmuna Barang.



(1]

[2]

(3]
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(2)

Paragral 7
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD

pada Pengelola Barang

Pasal B4

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam
pekai kepada Penge[r.:la Barang.
Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
pinjam pakai sebagimana dimaksud pada avat [1).
Penelitian atas permohonan pinjam pakal scbapgaimana
dimaksud pada ayat (2) meiputi:
a. Kepastan belum digunakan atau tidak adanya

penggunaannya BMD;
k. Tujuan penggunasan obhjek pinjam pakat; dan
c. Jangka waktu pinjam pakai.
Hasil peneliian  sebagaimana dimasud pada ayat [3)
merupakan dasar pertimbangan Hupafi dalam
memberikan persetujuan; penolakan atas permohonan

pinjam pakai.

Paragral &
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Paka BMD

pada Pengguna Barang

Pasal 85
Calon peminjam pakal mengajukan permohonan pinjam
pakal kepada Pengguna Harang.
Pengouna Barang mengajukan permohonan persetujuan
pinjam pakai sebagimana dimaksud pada avat (1) kepada
Bupat melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan
dari calon peminjam pakal dengan melampirkan:
g, Surat permchonan pinjam pakai dar calon peminjam
pakar;
b. Surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa
pelaksanaan pinjam  pakal  ddak mengganggu
pelaksanaan  lugas dan fungsi  penyelenggaraan

pemeritahan dacrah; dan



[3]

¢. Data objek pinjam pakal, anlara lain kartu identitas
barang, untuk BMD vang memiliki kartu identitas
barang,

Permohonan persctujuan pinjam  pakal darn Pengguna

Barang sckurang- kurangnya memual;

4. Pertimbangan yang mendasar permohonan  pinjam
pakai

b. Identitas p::[[tin_ia;‘n nakai;

. Tujuan pengeunaan objek pinjam pakai;

d, Fincian data objek pinjam pakar vang dibutuhkan,
lermasuk luas dan lokasi tanah dan/ atau banpunan;
dan

e, Jangka wakoa pinjam pakai,

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengensi tata cara pelaksanaan pigam

pakal BMD diatur dengan peraluran Bupati sesuail Peraluran

Perundang-undangan.

Bagian Kehma

Paragral 1

Lmum

Pa=zal 57

KSP BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

&,

{1)

mengoplimalkan  daya puna dan  hasil guna BMD;
dan/atau

meningkatkan penernimaan pendapatan daerah,

Pasal 88
KSP atas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau
tidak cukup fersedia dana dalam APBD untuk memenuhi
biava operasional, pemeliharaan, danfatau  perbaikan
vang diperlukan terhadap barang milik daerah vang

dikerjasamakan.
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(3]

(4]

16)

(1)

(2]

Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMD

yvang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan

langsung,.

BMD vang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada

avat [2) memiliki karakteristik:

a. barang vyang mempunyai spesifikasi terténtu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. barang vang mea;zilil{i tingkal kompleksitas khusus;

barang vyang dikerjasamakan dalam investasi yang

L8]

berdasarkan  perjanjian hubungan  bilateral antar
negara; atau
d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD vang bersilal
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dilakukan
oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang  terhadap
Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang memiliki bidang
dan/atau wilavah kerja tertentu sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Mitra KSP wajib membayar kentribusi tetap setiap tahun
selama jangka wakiu pengoperasian yang telah ditetapkan
dan menvetor pembagian keuntungan hasil KSP ke
rekening Kas Umum Dasrah.
Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3] yang merupakan
bagian pemerintah  daerah, harus memperhatikan
perbandingan nilai BMD yang dijadikan objck KSP dan
manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan

nilai investasi mitra dalam KSP.

Pasal 89
Selama jangka waklu pengoperasian, mitra K3P dilarang
menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi
abjek KSP,
Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang
alau Pengouna Barang sampai dengan penunjukan mitra

KSP dibebankan pada APBD.



(]
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(1]

(2)

3]

(1)

Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya
mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban
mitra KSP.

Cicilan pokak dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra
K&P, dibebankan pada mitra KSP dan tidak
diperhitungkan dalam pembagian keuntungan,
Pengawasan atas pelaksanaan KEP oleh mitra KSP
dilakukan oleh: IJ

a. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengelola Barang;

dat

b, Pepngpuna Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.

Paragral 2
Pihak Pelalisana KSP

Pasal 90

Pihal vang dapal melaksanalkan KSP adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupal, untuk
BMD vang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang dengan perselujuan Pengelola
Barang, unltuk BMD yang berada pada Pengguna
Barang.

Persetujuan Pengelola Barang  sebagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf b setelah mendapat pertimbangan darn

Bupati.

Pihak vang dapat menjadi mitra KSP BMD melipuri:

a. badan usaha milik negara;

b. badan usaha milik daerah; dan/atau

€. swasta, selain perorangan.

Paragral 3
Objek KSP

Pasal 91
Objek ESP meliputi BMD berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan



(1}
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(3)
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(1)

(2]

(1]

1. selain tanah dan/atau bangunan, vang herada pada
Pengelola Barang /Pengguna Barang.

Objek KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan

schagaimana dimaksud pada ayat (1} humal a, dapat

dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannva,

Paragrafl 4
Hasll KSP

Pasal 94
Hasil K5P dapart berupa tanah, gedung, bangunan, serta
sarana dan fasilitas vang diadakan oleh mitra KSP.
Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); meliputi:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aseltetap lainnya; dan
d. aset lainnyva.
Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi
bagian dan pelaksanaan KSP.
Hasil KSP schagaimana dimaksud pada avat {1} menjadi
BMD scjak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai

perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 43
Haszil KSP BMD dalam rangka penvediaan inlrastruktur
terdirt atas:
a. penerimaan daerah yang harus diseclorkan sclama
jangka waktu KSP BMD; dan
b, infrastruktur beserta [asililasnya hasil KSP barang
milik daerah,
Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harul a terdin atas:
&. kontrmbust tetap; dan

b, pembagan keuntungan.

Pasal 94
Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melalkukan

perubahan dan/atau penambahan hasil KSP.
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Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum

perjanjian.

Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} ditujukan untuk menghitung kembali besaran

lkkontribiisi lelap dan pembagian keuntungan.

Besaran kontribusi letap dan pembagian keuntungan

sebagaimana dimakshd pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim

berdasarkan hasil perhitungan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayart (4) ditetapkan;

a. Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atauw
bangunan; atay

b. Pengelola Barang, untuk BMD =zelain tanah dan/atau
bangunan.

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan

selelah memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf 5
Jangks Waktu KSP

Pasal 95
Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapal diperpanjang.
Dalam hal KSP atas BMD dilakukan untuk penyediaan
infrastrukiur, jangka waktu KSP paling lama 30 (lima
pulub) tahun sejak perjanjian KSP ditandalangani dan

capal diperpanjang.

Pasal 96

Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP
dengan cara mengajukan  permohonan  perselujuan
perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua)
lahun sebelum jangka wakiu berakhir.

Perpanjangan  jangka waktu dilaksanakan dengan
pertimbangan:

4. sepanjang tidak menggangpu pelaksanaan tugas dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
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. selama pelaksanaan HKSP lerdahulu, mitra KSP
mernatuhi peraturan dan perjanjian KSP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tara Cara Pelaksanaan

KSP BMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Paragral 6
Perjanjian KSP
i
Pasal 97

Pelaksanaan KSF dituangkan dalam perjanjian KSP antara
Bupati atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah
diterbitkan keputusan pelaksanaan KSF oleh Bupati.
Perjanjian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh milra KSP dan:
a. Bupat, untuk BMD wang berada pada Pengelola

Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk BMD wvang berada pada

Pengzuna Barang,
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
&#. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak vang terikal dalam perjanjian;
e. ohjek K5P;
d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
€. peruntukan KSP;
[.  jangka waktu KSP;
g. besaran kaontribusi tetap dan pembapian keuntungan

serta mekanisme pembayarannya;
h. hak dan kewajiban para pihak yvang terikat dalam

perjanjian;
. kelentuan mengenai berakhirnya KSP;
j.  sanksi; dan
k. penvelesaian perselisihan.
Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
dituangkan dalam bentuk Akla Notans.
Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan sertelabh mitra
K3P menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi
tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna

Barang.
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Bukti setor pembayaran kontribusi  tetap pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah
satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Paragraf 7

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

t

Pasal 98
Mitra K3P wajib menyetorkan:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keunlungan KsP.
Penyvetoran sebagaimana dimaksud pada  ayat (1]
dilakukan setiap tahun selama jangka waku KSP.
Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan
daerah.
Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil KSP schagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
oleh Bupati.
Dalam KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya
dapat berupa bangunan beserta fasilitasnva yang
dibangun dalam satu kesaluan perencanaan.
Sebagian kontribusi tetap dan pembaglan Keunmungannya
vang berupa bangunan heserta [asilitasnya sebagaimana

dimaksud ayat (5] bukan merupakan objek KSF.

Pasal 99
Besaran nilai bangunan  beserta fasilitasnya scbhagal
bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(5] paling banyak 10% (scpuluh persen) dari total
penerimaan kontribusi (etap dan pembagian keuntungan

selama masa KSP.
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Bangunan vang dibangun dengan biaya sehagian
kontribusi tetap dan pembagian keunlungan dari awal
pengadaannyva merupakan EMD,

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP BMID berupa tanah dan/atau bangunan
dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari
hasil perhitungan Tim vang dibentuk oleh Bupati,
berdasarkan dan faran mempertimbangkan hasil
penilaian.

Besaran kontribusi -Temp dan persentase pembagian
keuntungan KSP BMD berupa selain tanah dan/alau
bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim vang
dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/alau

mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 100

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian

dart:

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan

b. nilai wajar BMD yvang menjadi objek KSP.

Besaran  persentase  kontribus:  tetap sebagsimana

dimaksud pada ayat (1] huruf a ditentukan oleh Bupati

dari  hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

Milai  wajar BMD dalam rangka KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) buruf b berdasarkan:

a. hasil penilaian oleh Perilai Pemernntah atau Penila;
Publik wvang ditetapkan oleh Bupati, untuk BMD
berupa tanah dan/atau bangunan;

b, hasil pemilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati
dan dapat melibatkan Penilal yang ditetapkan Bupati,
untuk BEMD selain tanah dan/atau banpunan.

Apabila terdapal nilai BMD vang berbeda dengan nilai

wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada avat [3)

hurul &, dalam rangksa pemanlaatan barang milik daerah

digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana

dimaksud pada avat [3) hurul a.
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Pasal 101

Besaran persentase konoribusi tetap pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 avat (1) hurul a
meningkal setiap tahun, yang dihitung berdasarkan
kontribusi telap tahun pertama dengan memperhatikan
estimasi tingkat inflasi.

Besaran  peningkatan  persentase  kontribusi  tetap
schagaimana dimaksud pada ayal (1] ditetapkan dalam
persctujuan  pelaksanaan KSP dan diluangkan dalam

perjanjian KSP,

Pasal 102
Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan
mempertimbanglan:
#. mnilal investasi pemerintah daerah;
b. nilai investasi mitra KSP; dan
c. risiko yang ditanggung mitra KSP.
Perhitungan  pembagian  keuntungan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati dari hasil
perhitungan Tim berdasarkan dan/atzu
mempertimbangkan hasil penilaian.
Besaran mnilal investasi pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) burul a didasarkan pada nilai
wajar BMD vang menjadi objek KSP,
Besaran nilal investast mitra KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi

dalam proposal KSP,

Pasal 103
Besaran pembapian Keunlungan dapat ditinjau kembali
oleh Bupali dalam hal realisasi investasi yvang dikeluarkan
oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi
sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
Realisasi investasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1],
didasarkan dari hasil audit vang dilakukan oleh auditor

independen,
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Pasal 104
KSF aras BMD dapat dilakukan untuk
mengaoperasionalkan BMD.
KSP aperasional awas BMD sebagaimana dimalksud pada
avat (1] bukan merupakan penggunaan BMD yang
dioperasikan oleh pihal lain,
Apabila mitra KSP hanya mengoperasionallkan barang
milik daerah, bagian keuntungan yvang menjadi bagian
mitra KSP ditentukan oleh Bupati berdasarkan persentasc
tertentu dari besaran keuntungan vang diperoleh mitra

KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 105

Apahila mitra KSP EMD untuk penvediaan infrastruktar
berhentuk badan usaha milik negara atau badan usaba
milik daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
vang disctorkan kepada pemerintah daerah  dapat
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen)
dari hasil perhitungan Tim K3P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat {3},

Penetapan kontribusi letap dan pembagian keuntungan
sebapaimana dimaksud pada avat (1] didasarkan pada
kondisi kevangan badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerab dan hasil analisis kelayakan bisnis
K5P.

Besaran penetapan  kontribusi tetap dan pembagian
keunlungan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1]

ditetapkan oleh Bupati.

Yasal 106

Pembavaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening
Kas Umum Dacrah oleh mirra KSP harus dilakukan paling
lambat 2 (dua) har kerja sebelum penandatanganan
perjanpan KsP.

Pembayaran kontribusi tetap tahun berikuinya disetorkan
ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan
sesual dengan tanggal vang ditetaplkan dalam perjanjian
dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya

perjanjian K3P.
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Pembavaran kontribusi telap sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) dan ayal (2} dibukdkan dengan buklti setor.

Pasal 1O7

Pembagian keuntungan hasil pelaksansan KSP tahun
sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah
paling lambat dilakukan sesual dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun
sampal dengan berakhimya peranpan KSP.

Pembavaran  pembagian  keuntungan  schagaimana
dimaksud pada avat ([l) dilakukan oleh mitra KSP

berdasarkan persctujuan Bupati.

Paragral 8
Berakhirnva KSP

Pasal 108

KSF berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana terfuang
dalam perjanjian,

b. pengakhiran perjanjian K3P secara sepihak oleh
Bupati atau Pengelola Barang; dan

c. berakhirnya perjanjian KSP.

d. Adanya ketentuan lain  berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

Pengakhiran KSP sebapgaimana dimaksud pada ayat (1]

huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun
Berturut-tamat;

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3
(tiga) tahun berturut-turul sesuai perjanjian KSP; atau

c. tidak  memenuhi  kewajiban  selain sebhagmimana
dimaksud pada huruf a dan hurul b sebagaimana
tertuang dalam perjanjian K3P.

Pengakhiran K8P schagaimana dimaksud pada ayat [2)

dilakulkan cleh:

a. Bupati, untuk EBMD vang berada pada Pengelola

Barang; atau
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b, Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada
Pengguna Barang.
Pengakhiran KSP scbhagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan secara tertulis,

Pasal 109
Paling lambal 2 {dua) tahun sebelum jangka waktu KSFP
berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhin KSP.
Berdasarkan laporan sebagsimana dimaksud pada ayat
(1}, Bupati atau Pengelola Barang meminta auditor
mndependen/aparatl pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan audit atas pelaksanaan KSP.
Auditor mdependen/aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada avat (2]
menvampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola
Barang, dan/atay Pengpuna Barang.
Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengpuna Barang
menyampalkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada
avat (3] kepada mitra KSP.
Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana
dimaksud pada avat [4) dan melaporkannya kepada

Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengpuna Barang,

Pasal 110
Serah lerima objek KSP o dilakukan paling lambat pada
saat berakhirnya jangks waktu KST.
Serah terima sebagaimana dimaksud pada avac (1)
dituangikan dalam berita acara serah terima,
Dalam hal Mitra KSP belum selesan menmdaklanjutt hasil
audit setelah dilakukannya serah terima scbagaimana
dimaksud pada avat |1}, Mitra KSP terap berkewajiban
menindaklanjuti hasil audit,
Pengpuns Barang/ Pengelola Barang melaporkan
pengakhiran KEP dan penverahan objek KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu} bulan

sefelah penyerahan,
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Pasal 111
Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupat
atau Pengelola Barang sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (1) hurul b, dilaksanakan dengan
menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP.
Apabila miwra KSP tidak melaksanakan teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
30 (tiga puluh] hariy kalender scjak diterbitkan teguran
tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran termlis kedua.
Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka wakiu
30 (tiga puluh} hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis kedua, Bupati alau Pengelola Barang menerbitkan
teguran terfulis ketiga,
Apabila mitra KS8P tidak melaksanakan teguran ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu
30 [uga puluh) hari kalender scjak diterbitkan teguran
tertulis keliga, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan
surat pengakhiran KSP,
Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupali
atau Pengelola Barang dalam jangksa wakiu paling lama
30 (tga puluh) hari setelah menerima sural pengakhiran

KE8P scbagaimana dimaksud pada ayat (4).
Paragraf 9
Tala Cara Pelaksanaan BMD Yang Berada

pada Pengelola Barang

Pasal 112

Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD wyang berada pada

Pengelola Barang meliputy

£,
b.

.

=

inisiatif atau permohonan;

penelitian administrasi,

pembentukan Tim dam penilaian

perhitungan besaran pencrimaan daerah dari KSP berupa
kontribusi tetap dan persentase pembagian Keuntungan;
pemiliban mitra;

pencrbitan kepulusan,



g, penandatanganan perjanjian; dan

h. pelaksanaan.

Paragral 1O
Tata Cara Pelaksanaan BMD Yang Berada

pada Pengguna Barang

Pasal 113
Tata cara pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada
Pengpuna Barang melipuii:
a. Permohonan;
b. Peneclitan administrasi;
¢. Pembentukan Tim dan penilaian;
Perhitungan besaran kontribusi dan presentase

pembagian keuntungan;

g, Persetujuan mitra,

f. Penerbitan Keputusarn;

g, Penerbitan keputusan;

h. Penandatanganan perjanjian; dan
1. Pelaksanaan.

Pasal 114
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan dan
Perpanjangan waktu KSP BMD diatur lebih lanjuat dengan

Peraturan Bupat.

Bagian Keenam
BGS dan B5G

Paragraf 1

Jmum

Pasal 115
(1) BGS alau BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
4. pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan pemerintahan  daerah untuk
kepentingan  pelavanan  umum  dalam  rangka

penvelenggaraan tugas dan fungsi; dan
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b. tidak rersedia atau tdak cukup tersedia dana dalam
APED untuk penyediaan bangunan dan  fasilitas
tersebuz.

Bangunan dan [asilitasnya yang menjadi bagian dari hasil

pelaksanaan BGS atau BS(G harus dilengkapi dengan izin

mendirikan bangunan atas nama pemerintah daerah.

Biaya persiapan BGS atau BSG wvang dikeluarkan

Pengelola Barang atdu Pengguna Barang sampai dengan

penunjukan mitra BGS atau BSG dibebankan pada APBD.

Biaya persiapan BGS atau BSG vang terjadi setelah

ditetapkannya mitra BGS atan BSG dan  biava

pelaksanaan BGS atau B3G menjadi beban mitra vang
bersangkuran.

Penerimaan hasil pelaksanaan BGS atau BSG merupakan

penerimaan daerah vang wajib disetorkan seluruhnya ke

rekening Kas Umum Daerah.

BGs atau BEG BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanalcan oleh Pengelola Barang sctelah mendapat

perselujuan Bupat,

Pasal 116

Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasil dar
pelaksanazan BGE atau BS3G dilaksanakan oleh Bupati,
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan  fungsi
perangkat daerah terkait,

Hasil pelaksanaan BGS atau BEG sebagaimana dimaksad
pada ayat {1} merupakan bangunan bescria [asilitas vang
telah discrahkan oleh mitra setelah berakhi'rnya jangka
waktu vang diperjanjikan untuk BGS atau setelah

selesainya pembangunan untuk B3G.

Pasal 117
Mitra BGS atau mitra BSG vang telah ditetapkan, selama
jangka wakiu pengoperasian:
a. wajib membayvar kontribusi ke rekening Kas Umum
Daerah setiap tabun sesual besaran wang telah
ditetapkan;

b, wajib memelihara objeck BGS atau BSG: dan
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c. dilarang menjaminkan, menggadailean,

memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek BGS atau BEG;

2. hasil BGS wyang digunakan langsung

atalu

untulk

penyelenggaraan  tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah; dan/atau

3. hasil BSG.

Mitra BGS BMD harus menyerahlkan objek BGS kepada

Bupall pada akhir jangka wakiu pengoperasian, setelah

dilakukan audit oleh aparat pengawasan

pemerintah,

Paragraf 2
Pihak Pelaksana

Pasal 118

mtern

Pihak vang dapat melakukan BGS atau BSG merupakan

Pengelola Barang.

Pihak vang dapat menjadi mitra BGS atau BSG meliputi:

a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
. swasia selain perorangan; dan/atau

d. badan hukum lainnya.

Dalam hal mitra BGS atau BSG sebapaimana dimaksud

pada avat {2) membentuk konsorsium, mitra BOS atau

BSC harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai

pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS

atau BSG dalam perjanjian BGS atau BSG.

Paragraf 3
Objek BGS atau BSG

Pasal 119

Objek BGS atau BSG melipuri:

a. BMD berupa tanah yang berada pada Pengelola

Barang; atau

b. BMD berupa tanah vang berada pada Pengguna

Barang,
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Dalam hal BMD  berupa tanah vang status
penggunaannya  berada  pada  Pengeuna — Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan [ungsi
Pengpuna Barang yang bersangkutan, BGS atau BSG
dapal dilakukan setelah terlebibh dahulu  diserahkan
kepada Bupali.

BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada aval [2)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan
mengikutsertakan Pengouna Barang sesual tugas dan
fungsinya.

Keilutsertaan Penpeuna Barang dalam pelaksanaan BGS
atau BEG, sebagaimana dimaksud pada avat (3) dimulai
dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan sampal dengan penverahan hasil BGS atau
B3G.

Paragral 4
Hasil BOS atau BSG

Pagal 120
Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnva wvang
diadakan oleh mitra BGS alau BSG merupakan hasil BGS
atau B=G,
Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana
dimaksud pada avat (1} menjadi BMD sejak diserahlan
kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada

saat beralkhirnya perjanjian.

Pasal 121

Dalam pelaksanaan BGS atau B3G, mitra BGS alau BSG
dapal melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil
BGS ataw BSG.

Perubahan dan/alau penambahan hasil BGS atau BSG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sesuai  dengan  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi
pemerintah daerah dan/atau untuk program nasional

sesuail kelentuan peraluran perundang-undangan,
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Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan

cara addendum perjanjian BGS atau BSG.

Addendum perjanjian BGS atau BSG  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] dilakukan dengan syarat:

a. tidak melebihi jangka waktn paling lama 30 [tiga
puluh) tahun; dan

b. menghitung kembali besaran  kontribusi YANZ
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim vang
dibentuk oleh Bupati.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BsG

sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2]

dilakukan setelah memperoleh persctujuan Bupal:,

Paragral 5
Benful: BGS atau BSG

Paszal 122

BGE atau B3G BMD dilaksanakan dengan bentuk:

a,

(1)
12)

BGS ataw BSG BMD atas tanah vang berada pada
Pengelola Barang; dan
BGS atau B3G BMD atas tanah yang berada pada

Pengguna Barang.

Paragraf 6

Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS alau BSG

Pasal 123
Pemilihan mitra BGS ataw BEG dilakukan melalul Tender,
Pelaksanaan Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan peraturan perundang- undangan.

Pamal 124

Hasil pemilihan mitra BGS atau BSG sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 123 pada avat (1) ditetaplan oleh Bupati.
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Paragraf 7

Jangka Waktu BGS atau B3G

Pasal 123
Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh)
tahun scjalk perjanjian ditandatangani.
Jangka walktu BGS atau BSG sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) hanya berlalou untuk | (satu) kali perjanjian

dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Paragral 8

Perjanjian BGS atau B3G

Pasal 126

Pelaksanaan BGE atau BSG dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada

ayal (1] ditandatangani antara Bupall dengan mitra BGS

atau BSG.

Perjanjian secbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. dasar perjanjian;

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian,

c. objek BGS atau B3G;

d. hasil BGS atau BSG;

e, peruntukan BGS atau BSG,;

[. jangka waktu BGS atau BSG;

g, hesaran lkontribusi  tahunan  seria mekanisme
pembayarannya;

h. besaran hasili BGS atau BS3SG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungm Pengelola
Barang/Pengguna Barang;

i. hak dan kewajiban para pibak vang terikal dalam
porjanjian;

j.  ketentuan mengenai berakhirnyva BGS atau BSG;

k. =sanksi; dan

l.  penyelesaian perselisihan.

Perjanjian BGS arau BSG sebagaimana dimaksud pada

avat (3] ditnangkan dalam bentuk Akta Notaris.
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Penandatanganan peranjian BGS atau BSG dilakukan
setelab mirra BG:3 atau B5C menyampaikan bukti setor
pembayaran  kontribusi  tabunan  pertama  kepada
pemerintah daerah.

Bulkti setor pembayaran kontribusi labhunan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat [3) merupakan salah
salu dokumen pada lampiran yvang menjadi bagian tidak

terpisabkan dan pcrjla.nj[an BGS atau B3G.

Paragral 9
Berakhirnya Jangka Waktu BGS atau BSG

Pasal 127

BGS atau BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka wakitu BGs atau BSG
scbagaimana lertuang dalam  perjanjian BGS atau
B30,

b. pengakhiran perjanjian BGS atau B5G secara sepihak
oleh Bupati; dan
berakhirnya perjanjian BGS alau BSG,

d. Adanva ketentaan  lain berdasarkan  ketenluan
peraturan perundang- undangan.

Pengakhiran BGS alau B3G secara sepihak oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, dapat

dilakulkan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak

mernenubi kewajiban, yang meliputi:

'v]

a. mitra BGS atau B8G terlambat membavar kontribusi
tahunan sebanyvak 3 [tiga) kali berturut-turut;

b, mitra BGS arau BBG tdak membayar kontrnibusi
tahunan sebanvak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau

o, mitra BGS atau B3G belum memulal pembangunan
dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai
dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan memaksa.,

Pengalkhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada

ayal (2] dapal dilakukan oleh Bupati secara tertulis.
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(2]

{3)

[

{3)

5]

Pazal 125

Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak

oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayar

(1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada
mitra BOGS atau BSG;

b, dalam hal mitra BGS atau B3G tdak melaksanakan
teguran  dalam jlitlrlgka waktu 30 {tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama,
Bupati menerbitkan leguran tertulis kedua;

c. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanalkan
teguran kedua dalam jangka wakitu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua,
Bupati menerbitkan teguran tertulis keliga vang
merupakan teguran lerakhir; dan

d. dalam hal mitra BGS atau BSG lidak melaksanakan
teguran ketiga dalam jangka wakiu 30 (tga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran terculis ketiga,
Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS atau
BS(.

Setelabh menerima surat pengakhiran BGS atau BSG

scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka walktu

paling lama 30 ([tiga puluh) hari, mitra BGS atau BSG
wajib menyerahkan objek BGS atau BSG kepada Bupati,

Bupati meminta aparal pengawasan intern pemerintah

untuk melakukan audit atas objek BGS atau BSG yang

diserahkan oleh mitra BGS atau BSG.

Aparal pengawasan intern pemerintah  sebagaimana

dimaksud pada avat (3) melaporkan hasil audit kepada

Bupali dengan tembusan kepada milra BOS atau BS(G,

Mitra BGS atau BSG menindaldanjuti seluruh hasil audit

vang disampaikan oleh aparat pengawasan intern

pemeriniah dan melaporkannya kepada Bupati.

Scrah terima objek BGS atau BSG dilakukan paling

lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS atau

Bal: dan dituangkan dalam berita acara serah terima.



(7]

(8]

Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit
dalam hal terdapatl hasil audit vang belum selesai
ditindaklanjuti oleh mitra sctelah dilakukannya serah
terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pengakhiran sepihak BGS atau BSG tidak menghilangkan
kewajiban mitra BGS atau BSG untuk memenubhi
kewajibannya aﬂbag-;laimana lertuang  dalam  perjanjian

BGS atau BSG.

Paragral 10

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas BMD Berupa Tanah

Yang Berada pada Pegelola Barang

Pasal 129

Tahapan pelaksanaan BGS/ BEG atas BMD vang berada

pada Pegelola Barang, melipuli:

[nisitail atau permohonan;

Penelitian administrasi;

Pembentukan Tim dan penilaian;

Perhitungan besaran  kontribusi dan  presentase
pembagian keuntungan;

Persetiyuan mitra;

Penerbitan keputusan:

Penerbitan keputusan;

Penandatanganan perjanjian; dan

Pelaksanaan.

Paragraf 11

Tata Cara Pelaksanaan BGS/B5SG Atas BMD Berupa Tanah

Yang Berada pada Pengeuna Barang

Pasal 130
BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang
dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:
a. Inisiatif Pengguna barang; atau

. Permohonan dari pihak lain.
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4]

Imisiatil Pengguna Barang atas pelaksanaan BGE/BEG
BMD schagiaman dimaksod pada ayat (1) huruf a,
disampaikan dalam bentulk surat permohonan
pelaksanaan BGS/BSG vang ditujukan kepada Bupati.
Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk surat
permohonan  pelaksanaan BGS/BSG  yang  ditujukan
kepada Pengguna Eﬂ"r'ﬂng-
Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat  (3)
memuat antara lain:
a, lLatar belakang permohonan;
b. Rencana peruntukan BGS/B5G;

Jangka waktu BGS/BSG;

Usulan besaran kontribusi tahunan; dan
e, Usulan persentase hasil BGE/BSG yvang digunakan

lansung untuk tugas dan fungs! pemenntahan.

Pasal 131

Ketentusan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan BGS

atau BSG atas Barang Milik Daerah berupa Tanah diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bapian Ketujuh
K5Pl

Paragral 1

Llmuam

Pasal 132

KSPIL atas BMD dilakukan dengan pertimbangan:

e

dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyvediaan
infrastrukiar  puna menduvkung  tugas dan  [ungs
pemerintahan;

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD
untuk penyediaan inlrastruktur; dan

termasulk dalam daftar prionitas program penyediaan

infrastruktur vang ditetapkan oleh pemerintab.



(1]

2]

[3)
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(1)
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1)
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Pasal 133
Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KEP1 meliputi:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan BMD vang menjadi objek KSPI;
b. wajib memelihara objelk K3Pl dan barang hasil KSPL;

dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan

sepanjang re:'fla‘pat kelebihan  keuntungan  yang
diperoleh dari yvang ditentukan pada saat perjanjian
dimulai.
Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang
hasil KSPl kepada pemeriniah daerah pada saat
berakhirnya jangka wakiu KSPI sesuai pecjanjian,
Barang hasil KSPl sebapaimans dimaksud pada ayal (2)
menjadi BMD  sejak diserahkan kepada pemenntah
dasrah sesual perjanjian.
Penelapan mitra KSPl dilaksanakan sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Paragrafl 2
Pihak Pelaksana KS5P1 atas BMD

Pasal 134
Pihak vang dapal melaksanakan K3PI terdir atas |
a. Pengelola Barang, untuk BMD vang berada pada
Pengelola Barang; atau
b. Pengpuna Barang, untuk BMID wvang berada pada
Pengpuna Barang.
KEPI alas BMD dilakukan antara pemerintah daerah dan
badan usaha.
Badan usaha sehagaimana dimaksud pada ayat [2)
merupakan badan usaha yang berbentulk:
2, perseroan lerbatas;
badan usaha milik nepara;
c. badan usaha milik dacrah; dan/atau

d. koperasi.
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Paragraf 3
PJPK KBPI atas Barang Milik Daerah

Pasal 135
PJPK KSPl alas BMD merupakan pihak vang ditunjuk
dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka

pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan badan

i
usaha. ,

Pihak vang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Objek KSPI

Pasal 136
Objelk KSPI meliputi;
#. BMD vang berada pada Pengelola Barang; atau
b, BMD vang berada pada Penpguna Barang,
Objek KSPl atas BMD meliput:
a. tanah dan/atau bangunan;
l>. sebagian tanah danfatau bhangunan vang masih
digunakan; atau

t. selain tanah dan/atau bangunan.,

Paragral 5
Jangka Walkou KSPI

Pasal 137
Janghka waktu KSPl atas BMD paling lama 50 (lima puluh)
tahun  sejak  perjanjian  ditandalangani dan dapat
diperpanjang.
Jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud
pada ayaf (1] ditetapkan aleh Bupati.
Jangka waktu KSPl atas BMD dan perpanjangan
sebapaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
perjanjian KSPE atas BMD.
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(1)

(2]

(1)

(2]

(3)

Pasal 138

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 128 ayar (3) hanya dapat dilalkukan
apabila terjadi keadaan kahar yang iterjadi dalam
pemerintah  (govemment jforce moajeure), yang melipuu
dampak kebijakan pemerintah wvang disebabkan oleh
terjadinya krisis ekonomi, palitik, sosial, dan keamanan.

Perpanjangan jangka’wakiu KSPI atas BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan permchonannya paling
lama & (enam| bulan setclah keadaan kahar yang terjadi

dalam pemerintah (government force majeure).

Paragral &
Masil KSPI atas BMD

Pasal 139
Hasil dari KEPI atas BMD terdiri atas:
a. barang hasil KSPl berupa infrastruktur beserta
fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
b. pembagian atas kelebiban keuntungan vang diperoleh
dari vang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
Pembagian atas lkelebihan keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan
pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas

Umum Daerah.

Pasal 140
Formulasi  danjatau  besaran  pembagian  kelebihan
keuntungan ditetapkan oleh Bupati.
Penetapan Dbesaran pembagian  kelebihan keuntungan
scbagmimana dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan  hasil kajian dari Tim KSPI yang
dibentuk oleh Bupati.
Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. nilal investasi pemerintah daerah;

b. nilai investasi mitra KSPI:
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(1]

(2)

(3)

(1)

(]

¢, mnsike yang ditanggung mitra KSPI; dan

i, karakteristilk infrasuaktar,

Paragral 7
Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMD

Dralam Rangka Penvediaan Infrastrukur

Pasal 141

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSP| atas BMD

berupa:

a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan
prasarana;

b. pengembangan inlrastruktur berupa penambahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas
dan fatau kualitas infrastrukture; dan/atan

c. nasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas
dan/atau kualitas infrastruktur lzinnya.

Mitra KSPI menyerahkan infrastrulitur vang menjadi hasil

kegiatan KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesual  perjanjian  atau  pada  saat  berakhirnva

perjanjian,

Penyerahan secbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh mitra KSPl atas BMD kepadsa PJPK.

Pasal 142
PJPK menyerahkan BMD yang diterima dari mitra KSPI
atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat
(3] kepada Bupati.
Barang hasil KSPl atas BMD berupa infrastruktur beserta
[asilitasnya menjadi BMD sejak diserabhkan kepada

pemerintah daerah,

Paragral 8

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas BMD pada Pengelola Barang

Pasal 143

Tahapan pelaksanaan KSPl atas BMD wvang berada pada

Pengelola Barang meliputi:
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a. Permohonan;

b, Penelitian administratif;

c.  Pembentukan Tim dan penilaian;
Perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa
pembagian kelebihan keuntungan;

e. Penerbitan keputusan;

[.  Penverzhan BMD dari Bupati kepada Penanggung Jawab
provek KSPI; Y

g, Pemilihan mitrs;

h. Penandatanganan perjanjian;

i Pelaksanaan;

j.  Pengamanan dan pemeliharaan,

k. Pembayvaran bagian atas kelebihan keuntungan, jika ada;

dan pengakhiran,

Paragaraf 9

Tala Cara Pelaksanaan KSPL Alas BMD Pada Pengpuna Barang

Pasal 144
Bupati melakukan penelitian administratif terhadap BMD yang
berada pada Pengpuna Barang dengan dilampiri  surat
pernyatasn dari Pengpruna Barang bahwa BMD vang menjadi
objelk KSPl tidak sedang digunakan atau Udak menggangsu

pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

Pasal 145
Ketentuan lebib lanjut mengenal Tata Cara Pelaksanaan KSPI

Atas BMID diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesalu

Pengamanan

Pasal 146
(1] Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang

milik daerah yang berada dalam penguasaannya.



(2] Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliput:
a, pengamanan fisik;
k. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan hukuarm.

Pasal 147
(1] Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan
aman.
(2] Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan olch

Pengelola Barang,

Pasal 148
Bupati dapat menetapkan  kebijjakan asuransi  atau
pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD  tertentu

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 144
{1} Pengamanan terhadap BMD dilakukan terhadap :

a. tanalh,

b. gedung/bangunan;

c. kendaraan dinas:

d. rumah negara;

e. barang persediaan;

[, BMD selain tanah, gedung/bangunan, rumah negara,
dan barang persediaan yang mempunyai dokumen
berita acara serah terima: dan

g. BMD berupa barang tak berwnjud,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengamanan
terhadap BMD sebagaimana dimaksud avat {1} diatuar

dengan Peraturan Buparti.

Bapian Kedua

Pemelharazan

Pasal 150
(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna
Barang bertanggungawab atas pemeliharaan BMD vang

berada dalam penguasaannya.
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{2) Pemeliharasan atas BMD sebagaimana dimakud pada ayat
(1) dilakukan untuk menjaga kondisi BMD apar selala
dalam keadaan baik dan layal.

(2] Dalam melakukan pemeliharaan sebagaimana dimalsud
pada ayat (2), pemerintah  daerah  memprioritaskan
anggaran belanja pemeliharaan yvang dibebankan pada
APBL.

(4) Dalam hal BMD dilhkukan pemanfzatan dengan pihak
lain, hiava pemeliharaan menjadi tangeung  jawab
sepenubnya dart mitra pemanfaatan BMD,

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenail tata cara pemeliharaan

BMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 151
(1] Penilaian BMD dilakuksn dalam rangka pensusunan
NETACH Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau
permindahtanganan.
(2] Penilaian BMD schapaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk:
a. pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakar, dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah,

Pasgal 152
Fenetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca
Pemerintah Daecrah dilakukan dengan berpedoman pada

standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 153
(1) Penilaian BMD berupa tanah danfatau bangunan dalam
rangka Pemanfazatan atau Pemindabtanganan dilakukan
oleh Penilai,
a. Penilal Pemerintah; atau

b, Penilai Publik vang ditetapkan oleh Bupall.
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Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
b adalah Penilai  selain Penilai  Pemerintah yang
mempunyal izin praktik Penilaian dan menjadi anggota

asosiasi Penilai vang diakui oleh pemerintah,

Pasal 154
Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan
oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
Pentlaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan Penilal vang ditetapkan oleh Bupali.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
panitia  penaksir harga vang unsurnya terdin  dan
perangkat daerah terkait.
Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 155

Penilaian BMD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangar.

(1)

1<)

(1)

Pasal 136
Dalam kondisi tertentua Bupat! dapat melakukan penilaian
kembali dalam rangks koreksi atas nilai BMD yang telah
ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
Keputusan mengenat penilaian kembali atas mlaa BMD
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yvang ditetapkan oleh

Bupati,

BAE [X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Llmam

Pasal 157
BMD yang tidak diperlukan bagi penyelengpgaraan tugas

pemerintaban daerah dapat dipindahtangankan.
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(3]
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Permindahtanganan BMD sebapgaimana dimaksud pada avat
(1] dilakukan dengan cara;

. penjualan:

b, tukar menukar;

c. hilkah; atau

d. penyvertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 158
Dalam rangka pemindashtanganan BMD sebagaimana
dimalcsud dalam Pasal 157 dilakukan penilaian.
Penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada avat (1),
dikecualikan untuk pemindahtanganan dalam bentuk
hibah.
Penilaian  sebagaimana dimaksud pada avact (1)

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar,

Pasal 159

Pemindahtanganan BMD scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 dilakukan setelah mendapat perselujuan DPFRD
WnTkK:
&. lanah dan/atau banpunan; atau
b. selain tapah danfatau bangunan wvang bernilai lebih

dari Rp 5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah).
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana
dimalcsud pada ayal (1) digjukan oleh Bupari,
Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan
vang bernilai sampai dengan RpS.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang sctelah

mendapat persetujuan Bupati,

Pasal 160
Pemindahtanganan BMD  berupa tanah dan/atau
bangunan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1)
huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilavah atau
penataan kots;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah  disediakan dalam  dokumen

PenEganggaran;
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c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah
Daerah;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

€. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan
pengadilan vang telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang  jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak sccara ekonomis.

Pemindahtanganan BMD  berupa tanah dan/atau

bangunan secbapaimana dimaksud dalam pada avat (1)

dilakukan clech Pengelola Barang  setelah  mendapat

persetujuan Bupali.

Bagian Kedua

Penjualan

Paragral 1

Umum

Pasal 161

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

.

{1}

(2]

()

untuk  oplmalisasi BMD  yang berlebih  atau tidak
digunakan/dimanfzatkan;

secara ckonomis lebih menguntungkan bagl dacrah apabila
dijual; dan/atau

sebagai  pelaksanaan kelentuan peraturan  perundang-

undang:n.

Pasal 162
Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal
tertentu.
Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) meliputi:
a. BMD vang bersifat khusus; atau
b. BMD lainnya vang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BMD yvang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] hurul 8 merupakan barang vang diatur secara
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, meliputi:
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a. rumah negara golongan 1II wyang dijual kepada
penghuninya yang sah; dan

b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Bupati;

2. Wakil Bupari:

3. mantan Bupari; dan
4. mantan Walkil Bupaii,

BMD lasinnya sehag:?it':lﬂt'sa dimaksud pada ayat [2) huruf b

meliputi:

g, lanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk
kepentingan umum;

b. tanah kaviing yang menurul perencanaan awal
pengadaannya digunakan utituk pembangunan
perumahan pegawal negeri sipil Pemerintah Daerah
vang bersangkutan, sebagaimana tercantum  dalam
dokumen pelaksanaan anggaran;

c. selain tanah dan/atau bangunan scbagai akibat dar
kkeadaan kahar;

d. bangunan vang berdiri di atas tanah pihak lain vang
dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebul;

¢. hasil bongkaran bangunan atau bangunan vang akan
dibangun kembali; atau

[, selain tanah dan/atau bangunan vang tidak memiliki
bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi

REpl.000.000 (salu juta rupiah) per unit.

Pasal 163

Dalam rangka penjualan BMD dilakukan penilaian untulk
mendapatkan nilai wajar.

Penentuan nilal dalam rangka penjualan BMD secara lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 avat (1) dilakukan
dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksud pada avat {1} merupalkan
limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupat

sebagal dasar penetapan nilai limir.



(4]

(L)

2}

(1)

2]

(3

[

(1)

Nilai limit/batasan terendah sebagasimana dimaksud pada
ayat (3] merupakan harga minimal barang vang akan
dilelang,

Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Pasal 164

Penilaian sebagaimanad dimaksud dalam Pasal 163 ayac (1)
dikecualikan bagi penjualan BMD berupa tanah yang
diperlukan untuk pembangunan mimah susun sederhana.

Nilai jual penjualan BMD berupa tanah yvang diperlukan
untuk pembangunan rumah SUSUnN sederhana
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai

Kelentuan peraturan perandang-undangan,

Pasal 163
BMD berupa sclain tanah dan/atau bangunan yvang tidak
laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang
sebanvak 1 (saru) kali.
Pelaksanaan lelang ulang scbagaimana  dimaksud  pada
ayat (1] dapal dilakukan penilaian ulang,
Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tidak laku dijual, Pengelola
Barang menindaklanjuli dengan penjualan tanpa lelang,
tukar menukar, hibah, atau penvertaan modal.
Pengelola Barang dapat melakukan penjualan tanpa lelang,
tukar menukar, hibah, atau penyertaan  modal
sebagaimana dimaksud pada avat (3] atas barang milik
dacrah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat
persetujuan Bupali.
Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,
atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada
aval (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan

pemusnahan.

ragal 166
Penjualan BMD dilaksanakan oleh Penpgelola Barang

setelah mendapat persetujuan Bupati,



2]

{3}

(4]

(5)

Perselujuan Bupati sebagaimans dimaksud pada avar (1)
dilaporkan ke DPRD,

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan
usul Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan
kepada  Bupati  disertai  pertimbangan  aspek  teknis,
ckonomis, dan vuridis.

Bupati meneliti dﬂrll mengkaj  periimbangan  perlunys
Penjualan BMD sciﬁgrl tanah dan/atau bangunan dar
aspek telknis, ekonomis, dan yuridis.

Apabila  memenuhi  syarat sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan, Bupati dapsat menyetujui
dan menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan
vang akan dijual sesual batas kewenangannya.,

Untuk Perjualan yang memerlukan perseiujuan DPFRD,
Bupati mengajukan usul Penjualan  disertai  dengan
perlimbangan atas usulan tersebul,

Hasil penjualan Barang Milik Dacrah wajib  disetor
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah  sebagai

penerimaan daerah,

Pasal 1467

Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan

Layanan Umum Daerah maka:

B

pendapatan daecrah dari penjualan barang milik daerah
dalamm rangka penyelenggaraan pelavanan umum sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Layvanan Umum Daerah
merupakan penerimaan  daerah vang disetorkan
seluruhnva ke rekening kas Badan Layvanan Umum
Daerah; atau

pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah
dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan [ungsi
Hadan Layvanan Umum Daerah merupakan penerimaan
dacrah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas

Umum Daerah.



(1}

(2]

(1)

{2)

(3)

Paragraf 2
Tata Cara Penjualan BMD pada Pengelola Barang

Pasal 168

Penjualan BMD pada Pengelola Barang diawali dengan
membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:

a. Data BMD: i
b. Pertimbangan penjualan; dan

c. Pertimbangan dari aspek teknis, ckonomis, dan yuridis

oleh Pengelola Barang.
Pengelola Barang menvampaikan usulan penjulan kepada

Bupati disertai perencanaan penjualan  sebagaimana

dimaksud pada ayal [1}).

Paragraf 3

Tata Cara Penjualan BMD pada Pengguna Barang

Pasal 169

Penjualan BEMD pada Pengguna Barang diawali dengan
menyiapakan permohonan penjualan, anatara lain:
a. Data BMD;
b. Pertimbangan penjualan; dan
c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan vuridis

oleh Pengelola Barang,
Pengguna Barang Melalui Pengelola Barang mengajukan
usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) kepada Bupati.
Tata Cara penjualan BMD pada Pengelola Barang berlalku
mutats dan mutandis pada tata cara penjualan BMD pada

Pengguna Barang.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjul mengenai Tata Cara Penjualan BMD

diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keriga
Tukar Menukar

Paragraf 1

Llmam

Pasal 171

(1) Tukar Menukar BMDFdilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional

penyelenggaraan pemerintahan;

b, untik optimalisasi BMD; dan

o, tidak rersedia dana dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerali.

(2] Tukar menulkar schagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempuh apabila Pemerintah Daerah  Lidak  dapat
menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

(3] ZBelain pertimbangan scbagaimana dimaksud pada ayal
(1], tukar menukar dapat dilakukan:

a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan
sudah tdak sesuai dengan tata riang wilayah atau
penataan daerah;

b, mana menyvatakan BMD vang lokasinya lerpencar,;

c. dalam rangka pelaksanaan rencana  strategis
pemerintah pusat/ pemnerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan  akses  jalan,
apabila objek mikar menukar adalah barang mihk
daerah berupa lanah dan/fatau bangunan; dan/atau

¢. telah  ketinggalan teknologi  sesuai  kebutuhan,
kondisi, atau  kelentuan  peraturan  perundang-
undangan, apabila objek lukar menukar adalah
BMD =zelain tanah dan/atau bangunan.

{4} Tukar Menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. badan wusaha milik negara/daerah atau  badan
hukum lainova vang dimiliki negara; atau

d.  Pemeriniah Desa; atan

L swasla,



(1}

(2]

(3)

Pazsal 1732
Tukar menukar BMD dapal berups:
a. tanah danfatau bangunan yang lelah diserahkan
kepada Bupali;
. tanah dan/fatau  bangunan vyang berada pada
Penpgeuna Barang, dan

c. selain tanah dan/atay bangunan.

1
fanab dan/alau bangunan yang berada pada Pengguna

Barang sebagaimana. dimaksud pada ayvat (1) burul b
meliputi lanah dan/datan  bangunan  yang masih
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan [ungs
Pengguna Barang, letapl dak sesusl  dengan  tata

ruang wilayah atau penataan dacrah.

Tulear menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapar

persetujuan Bupali.
Paragrafl 2
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD

pada Pengelola Barang

Pasal 173

Pelaksanaan tukar menukar BMD vang berada pada Pengelola

Barang Dilakukan berdasarkan:

i.

(1]

Kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar
menukar; atau
Permohonan tukar menukar dengan pihak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 171 ayat (4)

Pasal 174
Pelaksanaan tukar menukar BMD vang didasarkan pada
kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 173 hurul a, diawali dengan pembentukan Tim oleh
Bupat untulk melakukan penelitian ITLET1EETLAL
kemungkinan  melaksanakan tukar menukar vang
didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 171 ayat (1) dan ayat (3].



(2)  Peneclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:

a. Penelitian kelayvakan tukar menukar, baik dari aspek
teknis, ekonomis, maupun yuridis;

B, Penelitian data administratif; dan

¢, Penelitian fisik.

[3) Penclittan administralil sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) hurul b difakukan untuk meneliti:

a. Status pﬁngguna;m dan bulkti kepemilikan, gambar
situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan, untuk data barang, dan nilai perolehan,
untuk data barang milik daerah;

b. Tahun pembuatan, kede barang, kade repister, nama
barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan,
lokasi, nilal perolehan, dan nilai buku, untuk data BMD
berupa bangunan;

¢. Tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
arang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data
BMD berupa sclain tanah dan/atau bangunan.

() Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada avat (2} hurul
c dilakukan dengan cara mencoeokan fisik BMD vang alkan
ditukarkan dengan  data  administratifl sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(2] Hasil penelitian sebapaimana dimaksud pada ayat (3) dan
|4} dituangkan dalam berita acara penelitian.

(&) Tim menyampaikan berita acara  hasil  penelitian
sebagaimana dimaksud pada aval (3) kepada Bupati untuk

penelapan BMD menjadi objek tukar menukar,

Paragral 3

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengguna Barang

Pasal 173
(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
tukar menukar kepada Bupat melalui Pengelola Barang,

dengan disertal:



(2]

(3]

(4

a. Penjelasan/ pertimbangan mkar menukar;

Surat pernyataan atas perlunva dilaksanakan tukar
menukar ditandatangani oleh Pengguna Barang;

<. Data administratif BMD vang dilepas; dan

d. Rincian rencana kebutuhan barang pengzant.

Data administratili BMD yang dilepas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurafl ¢ diantaranva:

a. Btatus penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar
situasi fermasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan, untuk data barang, dan nilai perolehan,
untuk data BMD;

b. Tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama
barang, konstruksi bangunan, luas, stats kepemilikan,
lokasi, nilai peralehan, dan nilai buku, untulk data BMD
berupa bangunan;

¢. Tahun perolehan, kede barang, kode register, nama
barang, jurnlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang, dan buktd kepemilikan kendarsan untuk data
BEML berupa selain tanah dan/atau bangunan,

Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana

dimalesud pada ayal (1) hurul ¢, meliputi:

a. Luas dan lokasi yang peruntukannva sesuai dengan
tata ruang wilayah, untuk BMD berupa tanah;

. Jenis, luas dan rencana kontruksi hangunan, serta
sETEna dan prasarana penunjang, untuk BMD berupa
bangunan; dan/ atau

c. Jumlah, jenis barang kondisi barang dan spesifikasi
barang untuk BMD bherupa selain tanzh dan/ arau
bangiinan,

Pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengelola Barang

scbagaimana dimaskud dalam pasal 1749 berlaku mutatis

dan mutandis pada pelaksanaan tukar menukar BMD pada

Pengguna barang.

Berdasarkan BAST, Pengguna Barang mengajukan usulan

penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang

FPengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang

mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status

penggunaan terhadap barang penggantl sebapai BMD,



Pasal 176

ketentuan lebib lanjul mengenai Tata Cara pelaksanaan Tukar

Menukar BMD diatur dengan Peraturan Bupati.

(1]

(2]

{

)

Bapian Keempal

Hibah

+

Paragraf |

Limiumn

Pasal 177

Pemerintah Daerah dapat melakukan hikah terhadap BMD,
yvang ditujukan unoak kepentingan:
a. sosial;
b. budava;
c. keagamaan;
d. kemanusiaan;
e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
f. penyelenggaraan  pemerintahan  pusal/pemerintahan

daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural [ merupakan termasuk
hubungan antar negara, hubunsan antara pemerintah
rusal  dan  pemerintah daerah, hubungan antara
pemerintah daerah dengan masvarakat/lembaga
internasional, dan pelaksanaan kegiatan vang menunjang
penvelenggaraan tugas dan ungs: pemerintah pusat atau

pemerintah daerah,

Pasal 178
BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
a, bukan merupakan barang rahasia negars;
b. bukan merupalkan barang yang menguasai hajat hidup
orang banyak; atau
o, tidak digunakan lagl dalam penyelenggaraan tugas dan

fungs: penyelenggaraan pemerintahan daerah.



2]

(1)

(2]

{3}

{4

{1}

=]

FIRY

Segala biava vang timbul dalam proses pelaksanaan hibah

ditanggung sepenuhnya oleh pthak penerima hibah.

Pasal 179

Hibah dapat kerupa:

. tanah danfatan bangunan wyang telah diserahkan
kepada Bupati;

b: tanah dan/atau bgngunan vang berada pada Pengguna
Barang; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/alsu banpunan vang berada pads Penpguna

Barang sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b

meliputi  tanah dan/atau  bangunan yang dari awal

pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yvang

tercantum dalam Dolkumen Pelaksanaan Anggaran.

BMD selain tanah danfatau bangunan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) haraf ¢ melipati:

a, BMD selain tanah danfamau bangunan vang dari awal
pengadaannyva unfuk dihibahkan; dan

b. BMD selain fanah danfatau bangunan wyang lebih
optimal apabila dihibahkan.

Penetapan BMD wvang aksan dihibabhkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupali.

Pasal 130
Pihak vang dapat menerima hibah melipuati;
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan usaha milik Negara atau BUMD,; dan/ atau
d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.
Pemberian hilbah kepada pemerintah nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf d dilakukan dalam hal:
a. BMD berskala lokal wvang ada di nagarit dapat

dihibahkan kepemilikannya kepada nagari;



(1)

()

b. barang milik desa vang lelah diambil dari Nagari, oleh
pemerintah daerah  kabupaten/lkota dikembalikan
kkepada Nagari, kecuali yvang sudah digunakan untuk

fasilitas vrmuarm.

Pasal 181
BMD wang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana
ketenluan yang ditemf;lcan dalam naskah hibah.
Hibah scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola Barang.

Paragaraf 2

Tata Cara Hibah BMD Pada Pengelola Barang

Pazal 182

Pelaksanaan hibah BMD wvang berada pada Pengelola Barang

dilalculcan bherdasarkan:

A,

b.

(1]

(2]

(3)

Inisiatil Bupati; dan
Permohonan dari pihak wang dapat menerima Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180,

Pasal 1853
Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang yang
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud
Pasal dalam 182 hurul a, diawali dengan pembentukan Tim
oleh Bupati untuk melakukan penelitian.,
Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi;
a. Penelitian data administratif; dan
. Penehtian hsik.
Penelitian data administratil scbagaimana dimaksud pada
aval (2} huruf a dilakulcan untmuk menelic;
a. Status dan bukl kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perclehan, dan peruntukan, untulk data

BMD berupa tanah;



(4]

(3]

b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kaode
register, nama barang, nilai perolehan, nilal bulou, dan
status Kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;

¢, Tahun perolechan, spesilikasi/identitas teknis, bukt
kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
nilal perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data
BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan

d. Data calon penerima hibah,

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima

hibah sebagaimana dimaksud pada avat (3) hural 4, Tim

dapat melakukan klarifikasi kepada instansi  vang
berwenang dan berkompeten mengenail kesesuaian data
calon penerima hibah.

Penelitian lisik sebagaimana dimaksud pada aval (2) huruf

b dilakukan dengan cara mencocoklan fisik BMD vang

akan dihibahkan dengan data administrative sebagaimana

dimaksud pada ayat {3}.

lasil penelitian sebagaiamana dimaksud pada aval (3], avat

{4} dan ayat (5] dituangkan dalam berita acara penelitian.

Timm menyampatkan berita acara hasil penelitian kepada

Bupati untuk menetapkan BMD menjadi ohjek hibah.

Dalam  hal  berdasarkan  berita acara penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (7] Hikah dapat

dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminla
surat pernyatasn kesediaan menenma hibah kepada calon

penenmsa hibah.

Paragaraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengguna Barang

(1]

(2l

Pasal 184
Pelaksanaan hibah BMD pada Pengguna Barang diawali
dengan  pembentukan Tim  Inlernal pada SKPD  oleh
Pengguna Barang untuk melakukan peneliban.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
a. Penelitian data administratif: dan

b, Penelitian f(isik;



(2]

(4

&)

{7}

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. Blalus dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama
barang, nilai peralehan, dan peruntukan, untuk data
BMD berupa tanah;

. tahbun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan
status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;

c. tahun perclehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data
BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah,

Peneliian fisik sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruaf

b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD wvang

akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana

dimalksud pada avat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dan

avat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan

selarguinya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.

Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebasaimana

dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan

permohonan  hibah  kepada  Pengelola Barang vang

memat:

pul

data calon penerima hibah;

b. alasan untuk menghibahkan;

¢. data dan dokumnen atas tanah dan/atau bangunan;
d. peruntukan hibah;

€. tahun perolehan;

f. status dan bukti kepemilikan;

g, nilai perolehan;

h. Jenis/spesilikasi barang milik dasrah vang dimohonkan
untuk dihibahkan: dan

1. lokasi.

Penyampaian surat permohonan sebapgaimana dimaksud

pada avat (0] disertal dengan surat pernyatasan kescdiaan

menerima hibah.



Pazal 185

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan Hibah

diatur dengan Peraturan Bupati.

(1]

{2}

@)

(4}

Bagian Kelima

Penvertaan Modal Pemerintah Daerah

T
Paragraf 1

Umum

Pasal 186

Penyvertzan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan

dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peninglkatan

kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya wyang dimiliki Negara sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan,

Penyertaan maodal  pemerintah daerah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan pertimbangan

sehagai berikut;

a. BMD wyang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik
MNegara/Daerah  alau  badan hukum lainnya wvang
dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah;
atau

b, BMD lebih optimal apabila dikclola oleh Badan Usaha
Milik Negara/Daerah atau badan hulum lainnya yang
dimiliki negara baik vang sudah ada maupun yang akan
dibentuk,

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

BMD schbagaimana dimaksud pada ayat [2) yvang telah

discrtakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah

kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya vang dimiliki Negara menjadi kekayaan
vang dipisahkan  mengikuti  ketentuan  peraturan

perundang-undangan,



nsal L8Y
Penyertaan rmadal pemerintah daerah dilalkszanalkan
berdasarkan analisa kelavakan investasi mengenai penyertaan

madal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188
(1) Penvertaan modal pemerintah daerah atas BMD dapat
berupa: A
a. tanah dan/fatau bangunan yang telah diserahkan
Bupati;
b tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau

c. =elain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penyertaan modal pemerintah  daerah  atas  BMD

sehagaimans dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelabh mendapat persetujuan Bupati,

sesual batas Kewenangannya.

Pasal 189

(1] Penetapan BMD berupsa lanah dan/atau bangunan yang
akan disertzkan sebagai modal pemerintah  daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1] huruf a
dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannyva.

(2] Tanah «an/farau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat [l)
burmaf b omelipuni tanah dan/atau bangunan yang scjak
awal pengadaannya direncanakan  untuk  disertakan
sebagal modal pemenntah daerah sesuan yvang tercanium
dalam dokumen penganggaran.

{3} BMD selain tanah dan/fatau bangunan yang beradza pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188
ayat (1] huruf ¢ meliputi:

a. BMD sclain tanah dan/atau bangunan vang dari awal
pengadaannya untuk  disertakan  sebagai  maodal
pemerintah daerah;

. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang leinh
optimal unfuk disertzkan scbagai modal pemerintah

daerah.



i

Paragral 2

Tala Cara Penyertaan Modal Pemenntah Dacrah Atas BMD

(1)

{2}

{3}

(4]

pada Pengelola Barang

Pasal 190

Pengelola Barang melaksanakan  penilaian  dengan

menugaskan: .

a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, untuk
lanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek
penyvertaan modal;

b. Tim vang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan
Penilat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, untuk
selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan
objek penvertaan modal.

Pengelols Barang menyvampaikan hasil penilaian kepada

Bupati.

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian

terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b, data administratif, diantaranya: tahun  peroleban,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nila perolehan
atau milar buku;

c. kesesualan tujuan  penvertaan modal pemerintah
daerah, scbagaimans dimaksud dalam Pasal 186,

Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima

penyvertaan modal pemerintah daerah danfatau SKPD

terkail, yvang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksudd

pada ayal (4], penyertaan modal pemenntah daerabh layak

dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal
pemerintah dacrah  menyampalkan  sural  pernyataan
kesedizan menerima penyertaan madal pemerintah daerah

yang berasal dari barang milik daerah.
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{5}

(1]

(2]

Tim menyampaikan dokumen hasil ksjian sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} dan surat pernyataan kesediaan
menerima penyertaan modal  pemerintah daerzh

schagaimana dimaksud pada ayat [3) kepada Bupati,

Paragraf 3

Tata Cara Penvertaan Modal Pemerintah Daerah

Atas Barang Milik Dacrgh pada Pengguna Barang

Pasal 191

Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal

pengadaannya direncanakan untuk dijadikan =ebagai

penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna

Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada

Bupall disertalr pertimbangan dan  kelengkapan data

berupa:

a. datsa administratif, antara |lain:

1. dokumen HIIZEATAT dan/atau dolkumen
perencanaannya,

2. rulai realisasi pelaksanaan anggaran: dan

3. keputusan penetapan status penggunsan,

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai
penyertaan  modal  sesuar ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penyertaan modal pemernntah daerah yang diarahkan

untuk optimalisasi barang milik dacrah, maka pengajuan

usul oleh Pengpuna Barang melalui Pengelola Barang
kepada Bupati disertal pertimbangan dan kelengkapan data
berupa:

a. data administratif, antars lain tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukli kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan
atau nilai buku;

b, dokumen hasi! analisa kelayvakan investasi mengenal
penyertaan modal  seswar ketenltuan  peraturan

perundang-undangan.



(3]

Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai
pentlaian sampai denpgan serah terima barang VATIE
disertakan sebagal penyertaan modal pemerintah daerah
vang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 190 berlaku mutatis mulandis pada penilaian
sampal dengan serah terima barang vang akan discrtakan
sebagal penvertaan modal pemerintah daerah vang berada

pada pengguna barang,

Pasal 192

Ketentuan lebih [lanjut mengenai Tala Cara Pelaksanaan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas BMD diatur dengan

Peraturan Bupatri.

BAB X
PEMLUSNAHAN

Bagian Kesalu

Urmium

Pasal 193

Pemusnahan BMD dilakulkan apabila:

e I

(1)

{2)

3]

tidak dapat digunakan, rtidak dapat dimanlaatkan,
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
terdapal alasan lain sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 194
Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mendapal persetujuan Bupali, untuk BMD pada Pengguna
Barang,
Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang sctelah
mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengelola
Barang,
Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan (2] dimangkan dalam berita acara dan

dilaporkan kepada Bupati,



[H)

Persefijjuan Bupatli sebagaimana dimaksud avat (1) dan
avart [2) dilaporkan kepada DPRED,

Pasal 195

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194

dilakukan dengan cara:

.

b,

o,

{1}

12l

(3)

dibakar;
dihancurkan;
dibimbun;
ditenggelamlkan; atau
cara lain sesual dengan ketentuan peratlran perundang-

undangan,

Bagian Kedua

Tata Cara Pemusnahan pada Pengpuna Barang

Pasal 196
Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah
dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat;
d4. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
b data barang milik daerah vang diusulkan pemusnahan.
[}ata barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) hurud b antara lain melipuzi:
a. kode barang;

b. kade repister;

¢. name barang;

d. tahun perolehan;

e. spesilikasi barang;

[. kondisi barang;

g. jumlah barang;

h. bukti kepemilikan untuk barang milik dacrah yang

harus dilengkapi dengan buktl kepemilikan;
1. nilail peralehan; dan
J- nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat

dilakukan penyusutan.



(]

(1]

(]

Pengajuan permohonan sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
A, surat pernvatzan dari Pengguna  Barang/Kuasa
Pengguns Barang vang sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang; dan
2. pernyalaan bahwa barang milik daerah ddak dapal
digunakan, licdak dapat dimanfaatkan, dan/fatau
Lidak dapal dipindahtangankan atau alasan lain
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
b. fotokopi bulti kepemilikan, untuk barang milik daerah
vang hamis dilengkapl dengan bukb kepermibhkan;
¢, kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yvang
harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan

d. foto barang milik daerah vang diusulkan pemusnahan.

Bagian Kebiga

Tata Cara Pemusnahan pada Pengelola Barang

Pasal 197

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik dacrah
dilakulan oleh Pengelola Barang kepada Bupati.

Muatan materi surat permohonan  pemusnahban  pada
Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen pendukung
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2), ayat (2]
dan ayat (4] berlaku mutatis mutandis terhadap muatan
materi surat permohonan  pemusnahan  dan serta

kelenghkapan dokumen dultung pada Pengelola Barang,

Pasal 198
Pemusnahan dapat dilakukan (erhadap BMD  berupa
bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yvang berada
pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan

pemusnahan BMD diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XI
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pa=al 199

Penghapusan BMD melipud:

B

(1)

12

(3]

(1]

penghapusan dari Daftar Barang Pengpuna dan/atau
Daftar Barang Kuasa Pengguns;
penghapusan darl Daftar Barang Pengelola; dan

penghapusan dari Daftar BMD.

Pasal 200

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/fatau

Daftar Barang Kuasa Penpgguna sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 199 huruf a, dilakukan dalam hal bharang

milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan dari Daltar Barang Pengelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 199 huruf b, dilakukan dalam hal

BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola

Barang.

Penghapusan dart Daltar BMD  scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 199 hurif ¢ dilakukan dalam hal tecjadi

penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2] disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas BMD;

b. putusan pengadilan yvang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidalk ada upaya hukum lainnya;
menjalankan ketentuan undang-undang;
pemusnahan; atauw

e. sebahb lain.

Pasal 201
Barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau

Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:



(2)

{1)

i<}

{3}

(4)

(2]

a. penyerahan BMD;

b. pengalihan stamus penggunaan BMD;
pemindahianganan atas barang rmilik;

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya huloam lainnya;

e. menjalankan ketentuan peraluran perundang-
undangan;

f. pemushahan: atau®

g. sebab lain,

Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayac (1) hurf g

merupakan sebab yang secara normal diperlimbangkan

wajar menjadi penyebab penghapusan, melipuil hilang

karena kecunan, terbakar, susut, menguap, INencalr,

kadaluwarsa, mati, tidak ditemukan, dan sebagai akibat

dari keadaan kahar.

Pasal 202
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat
(1] untuk BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan
menerbitkan  keputusan penghapusan  oleh  Pengelola
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 avat
(2] untuk BMD pada Pengelela Barang dilakukan dengan
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.
Dikecualikan  dari  ketentuan mendapat persefujuan
penghapusan Bupatl sebagaimana dimaksud pada avart (1)
adalah untuk BMD vang dihapuskan karena:
a. pengalihan status penggunaan,
b. pemindahtanganan; atau
¢, pemusnahan.
Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan
BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang
untuk Daltar Barang Pengguna dan/atauw Daltar Barang
Kuasa Pengguna.
Pelaksanaan atas penghapusan BMD sebagaimana
dimaksud pada avar (1] dan ayat (4] dilaporkan kepada

Bupati.



Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghapusan BMD

Pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengpuna Barang

i1}

(3)

(4)

3]

Pasal 203

Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Bupati
selragaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Penghapusan  sebagaimana  dimaksud pada  avat (1)
dilakukan  setelah  Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan BMD.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] paling
lama 1 {satu)] bulan diterbitkan aleh Pengelola Barang sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan
kepada Bupali.
Pengguna Barang melaporkan  penghapusan BMD
scbagaimana dimaksud pada aval (1) kepada Bupati,
dengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan; dan
b, Berita Acara Serah Terima (BAST) penverahan kepada

Bupati.
Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud pada avat (3), Pengelola Barang melakukan

penyesusian pencatatan BMD pada daftar BMD,

Bagian Kelipa

Pelaksanaan Penghapusan BMD pada Pengelola Barang

(1)

2)

Pasal 204
Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengpuna
Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayart (1)
hurul a dilalkulcan aleh Pengelola Barang.
Penghapusan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelsh Bupati  menerbitkan  keputusan

penghapusan BMID.
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{3} Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud
avat (2] paling lambat 1 [satu) bulan diterbitkan oleh
Bupati sejak tanggal Berila Acara Scrah Terima [(BAST)
penyerahan kepada Pengguna Barang.

[4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada  Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
penveranan  kepada - Pengguna Barang sebagaiamana
dirnaksud pada ayat (3).

(o} Berdasarkan  keputusan  penghapusan  scbagaimana
dimaksud pada ayal (3], Pengelola Barang melakukan

penyesuaian pencatatan BMD pada Daltar BMD.

Pasal 205
Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pengahpusan BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 201
pada ayal (1) sampai dengan ayat (5] diatur denpgan Peraturan

Bupati.

BAD XII
PENATAUSAHAAN

Pasal 206
Penatausabaan Pengelolaan BMD meliputi kegiatan :
a. - pembukuan;
b, inventarnsasi; dan

¢. pelaporan.

Pasal 207
(1) Dalam rangka pelaksanaan pembukuan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 2068 huraf a, Pengouna
Barang/Kuasa Pengguna Barang haras melakukan
pendaftaran dan  pencatatan BMD  vang  status
penggunaannya berada pada Pengpuna Barang/Kuoasa
Pengguna Barang ke dalam Daltar Barang

Pengguna/Daltar Barang Kuasa Pengguna.



(2)

(1)

(2]

1]

2)

{3

Pendaftaran dan pencatatan BMD sebagaimanad dimaksud
pada  ayat (1} dilakuksen menurul penggolongan dan

kodehkasi barang.

Pasal 208

Dalam rangka pelaksanaan pembukvan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 206 burul a, Pengelola Barang

harus melakukan I‘

a. pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di
bawah penguasaannya ke dalam  Daftar Barang
Pengelola  menurut  penggelongan  dan kodefikasi
barang;

. penghimpunan dallar barang Pengguna/daltar barang

Kuasa Pengmuna; dan

¢. penyusunan daltar BMD berdasarkan himpunan daftar

barang Pengpguna/daftar barang Kuasa Pengguna dan
daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan
kodehikasi barang.
Penyvusunan daftar BMD sebagaimana dimaksud pada avat
(1) hurufl ¢ juga meliputi BMD yang dimanfaatkan olch

pihak lain.

Pasal 209

Pelaksanaan inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 206 hurmaf b dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam jangka waktu paling sedikit 1| [satu] kali dalam 5
(lirns) tahun,

Dalam hal BMI} sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa persediaan dan konstruks] dalam  pengerjaan,
inventarisas: dilakukan oleh Pengguna Barang  setiap
tahun.

Pengzuna Barang menyampaikan laporan hasil
Inventarisas: scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan ayat
(2] kepada Penpelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan

setelah selesainya Inventarisasi.
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Pasal 210
Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMD berupa tanah
dan/atau bangunan vang berada dalam penguasaannyva paling

sechkat | (satu) kali dalam 5 (lima} tahun.

*asal 211
Dalam rangka pelaksanaan pelaporan BMD  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 205 huruf c, Kuasa Pengguna Barang
harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesleran
dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk

cisampaikan kepads Pengguna Barang,

Pasal 212

(1] Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa
Pengguna  Semesteran dan  Tahunan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 211 sebagal bahan penyusunan
laparan barang Pengguna semesteran dan tabunan,

(2] Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagal bahan untuk menyvusun neraca
perangkal daerah unltuk disampailkan kepada Pengelola

barang,

Pasal 213

(1) Dalam rangka pelaksanaan pelaporan BMD, Pengelola
Barang hars :

a. menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan
laporan barang Pengelola tahunan; dan

b. menghimpun laporan barang Pengeuna semesteran dan
laporan barang Penpguna tabunan serta laporan barang
Pengelola.

(2) Laporan barang Pengguna semesteran, laporan harang
Penpguna tahunan, dan laporan barang Pengelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] digunakan sebagal
bahan penyusunan laporan barang milik daerah,

{3} Laporan BMD sebagaimeana dimaksud pada ayat [2)
dicunakan sebagai bahan untuk memyusun  neraca

pemerintah daerah.



BAB XIII
BMD BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesam

Umum

Pasal 214

+
Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan scbagai

empal unggal atau hunian dan sarana pembinaan serta

menunjang pelaksanaan lugas pejabal dan/atau pegawai negeri

s1pil Pemerintah Daerah.

(1}

12l

(4]

(1)

(2]

Pasal 215
Bupati menetapkan stalus penggunaan golongan rumah
NEgArA,
Rumah negara sebagaimana dimaksud pada avart {1} dibagi
ke dalam 3 ({tiga) golongan, yaitu;
a. rumah negara golongan I
. rumah negara golongan 11; dan
¢. rumah negara golongan 1.
Penetapan status pengeunaan sebagaimana dimalsud pada
ayal (1) didasarkan pada pemohonan penetapan status

pengounaan yang digjukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 216

Rumah negara golongan | sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 215 ayat (2] bumuf a, adalah rumah negara
dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena
sifat jabatannya harus bertempal tinggal di rumah tersebut
serta hak penghuniannya lerbatas selama pejabat vang
bersanglutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

Fumah negara golongan [ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 215 ayat (2} hurul b, adalah rumah negara vang
mempunyat hubungan yvang tidak dapat dipisahksn dari
suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk

didiami oleh pegawai negeri sipil Pemeriniah Daerah.



(3]

()

]

{3}

(1]

(]

(1]

(2]

Termasuk dalam rumah negara golongan I adalah rumah
negara yang berada dalam sati kawasan dengan Peranglat
Daerah atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama
Pemerintah Daerah.

Rumah negara golongan 11l sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 215 ayat (2) hurul ¢, adalah rumah negara vang tidak
termasuk golongan [ dan golongan II yang dapat dijual

kepada penghuninya, *

Pasal 217

BMD berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai
rempat linggal pejabat atau pegawai negeri sipil Pemerintah
Daerah vyang bersangkutan wvang memiliki sural  izin
penghunian.

Pengeguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan BMD
berupa rumah negara Golongan [ dan rumah negara
golongan 11 dalam menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi.

Pengguna Barang rmumah negara golongan | dan rumah
negara golongan 11 wajib menyerahkan BMD berupa rumah

negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 218
Surat izin penghunian scbagaimana dimaksud dalam Pasal
217 ayat (1] untuk rumah negara golongan | ditandatangani
Pengelola Barang.
Sural [zin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
217 ayat (1) untulk rumah negara golongan 11 dan golongan

III ditandatangani Pengguna Barang.

Pasal 2149
Suamt dan istri vang masing-masing berstatus pegawai
negeri sipil Pemerintah Daerah, hanya dapat menghuni
satu rumah negara.
Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] hanya dapat diberikan apabila suami dan istri
tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang

berlainan
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Bagian Kedua

Penggunsan

Pasal 220

BMD berupa rumah negara dapat dilakukan alih status

penggInaarn.

Alih status penggunaan:

a. antar Pengguna Ea;'*a_ng untuk rumah negara golongan [
dan rumah negara galongan II;

b, dari Pengguna Barang kepada Pengosuna Barang rumah
negara golongan [, untuk rumah negara gelongan Il
vang akan dialibkan statusnya menjadi rumah nepara
golongan III; atau

c. dari Penpguna Barang rumsh negara golongan [l
kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara
golongan Il yang telah dikembalikan status
golongannva menjadi ramah negara golongan L.

Pengalihan  status  penggunaan sebagaimana  dimaksuad

pada ayat (2] dilakukan setelah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dan Bupati.

Alih status penggunsan sebapgaimana dimalesud pada ayat

(2] huruf b, hanyva dapat dilakukan apabila barang milik

dacrah berupa rumah negara telah herusia paling singkat

10 [sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah

alau scjak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah

[ICEATH,

Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayatl (2) hurul b, paling sedikit harus disertai dengan:

iy

a. persetujuan terfulis dari Bupatli mengenal pengalihan
status golongan rmmah negara dari ramah negara
golongan Il menjadi rumah negara golongan 111

b, sural pernyataan bersedia menerima pengalihan darn
Pengpuna Barang rumah negara golongan I11;

c. salinan keputusan penetapan stalus rumah negara
golongan II;

d. salinan Surat lzin Penghunian rumah negara golongan

[l; dan

e. gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.



() Pengguna Barang bertanggung jawab penuh  atas
kebenaran dan  keabsahan data dan dokumen yang
diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan
status pengsunaan,

(7} Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alib status
pengpunaan mengikutl ketentuan mengenai alih status

PETNEELITIAATL,

+

Pasal 221
(1) Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi
BMD berupa rumah negara golongan [ dan rumah negara
golongan I, menjadi bangunan kantor,
{2} Alih fungsi BMD berupa rumah negara polongan [ dan
rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 222
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalihan Hak,
Penghapusan, Penatausahaan serta Pengawasan dan

Pengendalian diatur dengan Peraturan Bupali.

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 223
Pengendalian dan pengawasan BMD dilalkukan oleh:
& pengguna Barang melalul pemantauan dan  penertiban;
dan/atau

b, pengelola Barang melalul pemantauan dan investigasi.

Pasal 224
(1] Pengguns Barang melskukan pemantauan dan penertiban
terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yvang
berada di dalam penguasaannya.
() Pelaksanssn pemantzuan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1) untuk kantor/satuan kerja

dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.



(3]

()

(1)

(2)

(3]

Pengguna Barang dan Kuasa Peéngguna Barang dapat
meminla aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah
untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantavan
dan pencrtiban sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
ayat (2].

Pengguna Barang dan  Kuasa Pengpuna  Barang
menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada
ayal (3] sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 225

Pengelols Barang melakukan pemantauan dan investigasi
atas pelaksanaan  penggunaan,  pemanfaatan, dan
pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban
penggunaan, pemanlaatan, dan pemindahtanganan BMD
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada
aval (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan
meminta aparat pengawasan intern pemerintah daerah
untuk melskukan audit atas pelaksanaan penggunaan,
nemanfaatan, dan pemindahlanganan BMD.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)
disampaikan kepada Pengelola Barang untulk
ditindaklanjuti  sesuai  dengan kelentuan  peraturan

perundang-undangarn,

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

(1

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 226
Barang Milik Daerah vang digunakan oleh Badan Layanan
Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan unmk menvelenggarakan kegiatan Badan
Layanan Umum [Daerah vang hersangkutan,
Pengelolaan Barang Milik Daerah sehagaimana dimaksud
pada  aval (1] mempedomant ketentuan  peraturan

perundang-undangan mengenal pengelolaan Barang Milik



(1

(1)

(2]

Daerah, kecuali terhadap barang vang dikelola dan/atau
dimanlaatkan  sepenubnya untuk  menyelengearakan
kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan Lavanan Umum Daerah mempedomani ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Badan Lavanan
Umum Daerah.

BAB KVI
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 227

Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyvalahgunaan,
tau pelangparan hukum atas pengelolaan Barang Milik
Daerah diselesaikan melalul unlutan ganti ragl sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dikenakan
sankst administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangar.

BAE RVII
RETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228
Penggolongan dan kodelikasi BMD vang telah ada masih
tetap berlaku sepanjang belum ditelapkan lain dalam
peraturan perundang-undangan.
Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD vang telah
ada, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan lain

dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XKVII
KETENTUAN PENUTUP

Pazmal 220

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok | dicabut dan

dinyatakan tidak bherlakna.
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Pasal 230
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  pengelelaan  BMD
dinyalakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan
tidak bertentangan dengan Peraturan Dacrah 1ni.

L]

Pasal 231
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (saru) tabun terhitung scjak Peraluran

Dacrah im diundangkan.

Pasal 232
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada fanggal diundanglkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlan
pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan penempatanny:

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Diletapkan di Arosuka
pada Langgal ' Jdandeyy 2019
BUPATI SOLOK,

é{ﬁff
GUSMAL

Divndangkan di Arosuka

pada langgal | J&wary 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SQOLOK,

L1
—

ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR |
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (1/1/2019),



